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A. Latar Belakang M asalah

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank
yang menj~.ankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut
jenisnya rdi 'y tas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.!

Sedangkan prngertian bank syariah dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 5/7/PB1/20C3 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah
menyebutkan bahwa Bank S, ial adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 7 T.nur 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nor-ur 10 Tahun 1998 yang melakukan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syarie't te'mésuk unit usaha syariah dan
kantor cabang bank asing yang melakukan keg.aten usaha berdasarkan prinsip
syariah.?

Adapun pengertian dari prinsip syariah sebagaimana disebut dalam Pasal 1
angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank

1 Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

2Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi
Syariah (Jakarta: Kencana, 2007), h. 210.



dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha,
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain
pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (nmudharabah), Pembiayaan
berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jua beli barang
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan
pemindahar kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
(ijarah woici )8

Di antara s«i n hanyak akad perbankan yang dikembangkan dadam ssem
perbankan syariah, sdlun satunya adaah akad murabahah, di mana akad ini adalah akad
jud bei barang pada 1xja asd dengan tambahan keuntungan yang
disgpakati. *‘Murabahah addah jud kJi oar ng sebesar harga pokok barang ditambah
dengan margin keuntungan yang disepakati. ™ m murabahah, penjud menyebutkan
harga pembelian barang kepada pembdi, kerr sdia  ia mensyaratken atas laba ddam
jumlah tertentu. Pada perjanjian Murabahah, bank i, b ya vembedian barang yang
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang tersebut de + .. iasok dan kemudian
menjuanya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark-up.
Dengan katalain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.>

Adapun dasar hukumnyaadaddam Q.S. d-Bagarav2: 275 yang berbunyi:

3lbid, h. 32.

4Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) (Bandung:
Refika Aditama, 2009), h. 9-10.

SHeri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Ekonosia'Y ogyakarta, 2007)
h.28.
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Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendr.at), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghal Ykan ,+*. beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai
kepadanya e angan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa va 1g telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terser.n) <erada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka
orang itu adalah pent *.uni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya®

Dan Q.S an-Nicaa: 27
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Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu saino mer.an harta sesamamu dengan
jdan yang batil, kecudi dengan jdan perniagaan yang Bea's <u 7' ngan suka sama-suka di
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Secor gy v a Allah addah Maha
Penyayang kepadamu.’

Jud beli murabahah sebagal bagian dari jud beli yang bersifat amanah, harga
pembdian awa aau modd dan keuntungannya, harus disebutkan daam transskd
sehinggajud bei murabahah itu sah. Sedangkan jud beli murabahah secara kredit adaah
jud beli menggunakan harga pembelian awa ditambah keuntungan yang disepakati dan

harga ditambah keuntungan itu dibayar setelah tempo tertentu baik sekdigus aaupun

6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung : Diponegoro, 2008) h.
69.

"1bid, h. 122.



dengan diangsur. Ddam jud bdi nurabahah secara kredit harga pembelian dan
keuntungan yang disepakati itu harus disebutkan. Inilah yang membedakannya jua beli
secara kredit dengan jud beli secara tunal. Karena ddlam jud beli secara kredit, harga
pembdian awa atau moda tidak disebutkan dalam transaks. Daam jud beli murabahah
secara kredit yang harus ddam transaks adalah harga awa, keuntungan yang disepakati,
tempo dan cara pembayaran.

Jud udi murabahah secara kredit seperti yang dideskripskan diatas berbeda
dengan pembi-y-an murabahah®. Hal itu karena dalam jud beli murabahah secara kredit
yang dideskripskan u atas yang disebutkan adalah harga pembelian awd, keuntungan
yang disepakati, tempe dan cara pembayaran. Adapun uang muka adaah bagian dari cara
pembayaran. Yaitu sebagian hao « y7.°g dibayar pada saat transsks. Sedangkan daam
pembiayaan murabahah yang dissa«<an addah pokok pembiayaan dan margin
keuntungan yang disepakati. Adgpun harga pew dian/ perolehan barang adalah pokok
pembiayaan ditambah uang muka. Yang menjac’ “ev. it an penerima pembiayaan addah
membayar pokok pembiayaan ditambah margin keuniu i, dernan cara mengangsurnya
dalam tempo tertentu. Maka dalam pembiayaan murabahai sy <% ' i, Seskan sama sga
dengan pemberi pembiayaan meminjankan sgumlah uang yang disebut pokok
pembiayaan dan akan dikembdikan dengan cara diangsur dalam tempo tertentu dengan
sgiumlah tambahan yang bersfa fix yang dissbut margin keuntungan.

Jud beli secara kredit dan jua beli murabahah secara kredit itu sah maka barang
yang dijud harudah secara sempurna milik penjud. Karena jika barang itu bukan atau

belum sempurna menjadi milik s penjud, lau ia menjuanya baik secara kredit aaupun

8Yang dijadikan pembanding adalah pembiayaan murabahah yang disediakan oleh FIF
Syaiah didasarkan pada perjanjian pembiayaannya.



dengan murabahah secara kredit, jelas jud bei yang ia lakukan addah haram. Jud bdi
yang terjadi secaratidek syar’i addah batil. Oleh karenalitu, sebelum melakukan transaks
jud bei ini, hendaknya jelas terlebih dahulu bahwa barang yang dijud itu addah milik 9
penjud atau bahwa s penjua memang memiliki hak dan wewenang untuk menjud barang
itu. Apaagi jika pembelian itu dilakukan kepada bank atau lembaga pembiayaan. Dan
barang yang dibeli secara kredit atau murabahah secara kredit diagunkan sebagal jaminan
untuk kredit- sembdian barang itu sendiri. Dalam fakta transsks yang ada, hd itu terjadi
pada sebaviar v keadaan. Karena umumnya daam perjanjian jud bei secara kredit
atau perjanjian per'aa aan murabahah dissbutkan bahwa Barang (barang yang dibeli)
diserahkan oleh pembui kepada penjual sebagal barang jaminan. Sebagai  contoh daam
perjanjian pembiayaan syaiah (e’ ‘ayaan murabahah) yang diberikan oeh Bank
Syairah pada bagian tertentu umum d'se'utk- 1 * Barang jaminan adalah barang darvatau
barang lain yang dijaminkan kepada pinak ne-a ia (maksudnya pemberi pembiayaan)
sehubungan  dengan kewgiban pihak kedua (e ‘me pembiayaan). Yang dimaksud
dengan barang daam kaimat tersebut addah barang ya .2 ribel’ dengan pembiayaan itu.
Kemudian pada pasal 4 ; hak dan kewgjiban atas Barang jam & ayat 1.a disebutkan:
“Dengan diterimanya barang oleh pihak kedua, pihak kedua/pemberi jaminan setuju untuk
menyerahkan barang sebagai barang jaminan”. Selanjutnya sebagai bagian tak terpisahkan
dari perjanjian pembiayaan itu dibuat Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fdusa yang
intinya penerima pembiayaan memberikan kekuasaan kepada pemberi pembiayaan untuk
membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fdusa dimana barang yang dijadikan
jaminan (agunan) addah barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu sendiri. Lau

jika ada barang jaminan tambahan dibuat lagi Perjanjian Pemberi Jaminan Tambahan



secara Fdusa Tentang arti Fidusa sendiri di ddlam UU No. 42/1999 tentang jaminan
Fidusia dinyatakan :° “ Fidusia adalah pengdihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan  ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya didihkan tersebut
tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Juga dinyatakan : “Jaminan Fidusa adaah hak
jaminan aas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda
tidek bergerak khususnya bangunan yang tidek dgpat dibebani hak tanggungan
sebagamans dimeksud ddam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggung o g tetap berada ddlam penguasaan Pemberi Fidusa, sebagal agunan bagi
pelunasan utang terte. L, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima
Fidusia terhadap kredi.or lainnya. “Jadi jika dikatakan barang dijadikan barang jaminan
secara Fidusa maksudnya bara 1 tu " jadikan jaminan tetapi barang tetap dikuasai  atau
berada di tangan pemberi jaminan. Y a1y di=hkan sendiri addah hek aas kepemilikan
terhadap barang. Dengan begitu ketika barana ;o ikan jaminan, barang tidak diserahkan
kepada penerima jaminan dan tetgp ditangan famboyi j aminan. Akan tetgpi kekuasaan
kepemiliken atas barang didihkan kepada penerinia jar.nar. yang ditanda dengan
penyerahan bukti kepemilikan atas barang oleh pemberi jaminan ' g .a penerimajaminan.
Klausul perjanjian pembiayaan syariah dengan modd murabahah yang diberikan Bank
Syariah ini hanya sekedar contoh. Mayoritas perjanjian pembiayaan bak yang
konvensond maupun yang syariah biasanya mengandung ketentuan mengagunkan barang

(barang yang dibeli/dibiayai) untuk transaks itu sendiri.®

9 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fdusia

10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
penguassan Pemberi Fidusa



Ketentuan syariat 1dam akad agunan bukanlah akad yang terpisah sama sekdi dari
akad lainnya. Akan tetapi akad agunan itu ada terkait dengan adanya akad mu’awadhah

yang dilakukan tidak secaratuna. Allah SWT berfirmen:

u.c.: /‘)"bw"(’i”é"uu”"db A.\o}.n.;u_;ﬁugb.l}qujW&/JQJ
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Jika kamt 2 w7un perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak mempe.oleh se”. -ang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh y~ g berniutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, /1-«a hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan heridaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah
kamu (para saks) Menverrdnyikan persaksian. dan Barangsigpa yang
menyembunyikannya, Maka = sur;, Juhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan Allah Maha mengetahui a7 ya'ig kamu kerjakan. (QS. Al-Bagarah 283)**

Huruf athaf al wawu dda.. ay=. ini kembdi kepada ayat sebedlumnya. Yaitu

kembali kepadalafd
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11 Departemen AgamaRI, Al-Qur’an ... Op. Cit, h. 71.
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Hal orang-orang yang beriman. apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditenti”<.«1, “iendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah
seorang penulis di antara ka v rienuliskannya dengan benar. dan janganlah
penulis enggan menuliskaniy,a seb.gaimana Allah mengaarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan henda 'ah 7.a>g yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan henc'aklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpur Z.<1p »da hutangnya. jika yang berhutang
itu orang yang lemah akalnya atau lemah ke dacnnya) atau Dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah wilinya mengimlakkan dengan jujur.
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi darn o =y-r rang lelaki (di antaramu).
jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seoirno 'aki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supey . jika xorang lupa Maka
yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi it1” enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamt jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian
itu, lebih adil di sis Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Bagarah 282)%2

12 | bid



Sehingga makna ayat 283 diatas adalah, * jika kalian bermuamalah dengan dayn
(tidak secara tunai) dan kdian ddam perjdanan sementara kalian tidak memperoleh
seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang)”. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kalimat syarat ““idza
(jika). Konsekuensi dari kalimat syarat adalah jika syarat itu terpenuhi atau ada
maka yang dipersyaratkan akan ada. Suatu hukum jika dikaitkan dengan kalimat
syarat mak-. itu menunjukkan bahwa jika syarat itu tidak terpenuhi maka hukum
tersebut 1,48V .a. Pemahaman seperti ini termasuk dalam mafhum al-mukhal afah.
Ayat diatas menur; uk <an ketentuan hukum yaitu jika ada dayn maka disyariatkan
adanya ar-rahn. Mai. um al-mukhal afahnya adalah jika tidak ada dayn maka tidak
disyariatkan adanya ar-ranrn. Jer jan demikian, adanya ar-rahn (agunan) itu
disyarat-kan harus ada dayn. Make ji'\a t Yak ada dayn, tentu sgja tidak boleh ada
ar-rahn (agunan).

Jual beli secara kredit ataupun mrurakahen secara kredit. Kebolehan
adanya rahn dalam ha ini mengharuskan kopedtian ~danya dayn. Artinya
kepastian bahwa dayn (utang) itu telah menjadi hak perjua o sebdiknya menjadi
kewgjiban atau tanggung jawab pembdli. Hal itu berarti bahwajud beli secara kredit atau
murabahah secara kredit itu telah sempurna. Y aitu telah berlangsung akadnya dan
terjadi serah terima barang yang dibeli dari penjual kepada pembeli. Jadi
pemilikan atas barang itu telah sempurna berpindah dari penjual kepada pembeli
sehingga barang yang dibeli itu sudah sempurna menjadi milik si pembeli. Itu
artinya tasharruf atas barang itu sepenuhnya berada di tangan pembeli dan penjual

tidak punya hak apapun untuk membatasi tasharruf pembeli terhadap barang



tersebut. Penjual tidak boleh membatasi bahwa si pembeli hanya boleh
memanfaatkan barang itu dan tidak boleh mengalihkan pemilikannya kepada
pihak lain melalui jual beli, hibah atau hadiah. Jadi kebolehan adanya rahn dalam
jual beli secara kredit itu disyaratkan adanya : pertama, kepastian harga barang
yang dijua itu telah menjadi hak penjual ; dan kedua, kepastian bahwa barang
yang dijual itu telah sempurna menjadi milik pembeli.

Pen’erian pembiayaan Murabahah dapat diberikan oleh bank syariah apabila
akad pemase, Murabahah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana kaidah-
kaidah hukum yang 'ser aku ddam muamdat Idam. Di samping itu juga harus memenuhi
gyarad-syara umum yung digur oleh perbankan syariah. Ketentuan umum Murabahah
ddam bank syariah tertuarg U9 am ~awan Dewan Syariah Nasond No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah's 'ete *uan terssbut diantaranya : bank dengen
nasabah harus melakukan akad Murabahah v~y v dbas riba ; barang yang perjuabelikan
tidek diharamkan oleh syariat Idam ; bank rr=miiay i sebagian atau sduruh harga
pembdian barang yang telah disepakati kudifikesnyw , Jdar. be~k membdi barang yang
di perlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembdianini han <. .asriba

Dasar hukum pelaksanaan akad murabahah sebagal sdah satu kegiatan usaha di
Bank Syariah juga diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pelaksanaan penyaduran dana pembiayaan nurabahah, sdah saunya pada
pembdian sepeda motor atau mohil, Bank Syariah menergpkan penggunaan jaminan

Fidusa kepada nasdbahnya. Jaminan ini addah jaminan utang sedangkan murabahah

13 Fatwan Dewan Syarish Nasiond No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mur abahah.
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addah jud bdi bukan hutang piutang. Beranjak dari permasalahan diatas penulis ingin
melakukan penditian tess dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Penggunaan Jaminan Fidusa Pada Akad Murabahah Perbankan

Syariah™.

B. Rumusan Masalah
Berr'_sarkan laar belakang yang tdlah dijelaskan diatas maka rumusan masdah
dari peneliian . » ddla;
1. Bagaman~ pe 1gginaan jaminan Fiduda sebaga jaminan padaakad pembiayaan
murabahah 7
2. Bagamanatinjauai hu'¢.m ~'<onomi syariah terhadgp jaminan Fidusa sebaga
jaminan padaakad pembiaye ¥ . nur "hahah ?
C. Tujuan Penditian
Adapun tujuan pendlitiantessini ac 4ah.
1. Untuk mengetahui bagaimana penggunean ie ninn Fidusa pada akad
pembiayaan murabahah.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jaminan

Fidusia pada akad pembiayaan murabahah.
D. Sgnifikang Penditian
Adapun sgnifikand dalam pendlitian ini addah sebagal berikut :
1. Mempekaya khazanah tentang penggunaan jaminan Fidusa ddam akad

murabahah.

11



2. Sebaga bahan masukan bagi dunia perbankan dalam ha penggunaan jaminan
Fidusa.

3. Sebaga bahan pertimbangan dan gambaran bagi pendlitian yang akan datang
khususnya yang ingin mel akukan pendlitian tentang penggunaan jaminan Fidusia

pada produk murabahah.

E. Definis Operasonal

Detin. operasond merupakan penggambaran hubungan antara konsep khusus
yang akan ditdliti, tdaril.u sogd, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka
teori dan mencakup definis oper="ond aau kerja Adapun definis operasond dadam

pendlitianini addah :

1. Jaminan Fdusa
Berasal dari bahasa Romawi id s yang berarti kepercayaan secara
terminologi bisa berarti penyerahan hak 117k =C ra kepercayaan. Sedangkan
pengertian Fduda addah pengdihan hak kepe ' (ko0 g 8tu benda aas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak t.cpemilikannya didihkan
tetap dalam penguasaan pemilik benda#
2. Murabahah
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus

14 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
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memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat
keuntungan sebagai imbalannya.®®
3. Perbankan Syariah
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
us~.ianya.lé
F. Penelitiz.1’, erdahulu

Dari p~.e ustran yang penulis lakukan terdapat penelitian terdahulu
yang topik pembdhasannya terkait dengan jaminan yaitu :

Penelitian Taiang “ute di NIM 07.0203.0384 Prodi Hukum Bisnis
Syariah IAIN Antasari Banj r.iasi> menulis tesis yang berjudul “Uang
Muka dan Jaminan dalam Pembia .1 Murabahah dalam Perspektif
Hukum Islam”, dalam pembahasannye difckus <an pada fatwa DSN tentang
jaminan uang muka dalam murabahah.

Penelitian yang lain oleh Antung Jumben NI i *%.0203.0252 Prodi
Hukum Bisnis Syariah IAIN Antasari Banjarmasin menulis tesis yang
berjudul “Status Hukum Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan

Mudharabah Pada Bank Syariah”, yang dalam pembahasannya ingin

5Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), h. 101.

16 Indonesia (c), Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No.21 Tahun 2008, LN. No.94
Tahun 2008, TLN.No. 4867, Pasal 1 angka 1.
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mengetahui status hukum dalam perjanjian pembiayaan mudharabah sehingga
tercipta kepastian hukum.

G. Kerangka Teori

Teori adalah merupakan suatu prinsif atau gjaran pokok yang dianut untuk
mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Kamus Bahasa
Indonesia menyebutkan bahwa salah satu arti teori adalah “pendapat, cara-cara

dan aturer.-aturan untuk melakukan sesuatu”.1’

Teori diperor. akan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu variabel
bebas tertentu dima ».<kan dalam penelitian, karena berdasarkan teori tersebut
variabel yang bersangkuta -ne nang bisa mempegaruhi variabel tak bebas atau

merupakan salah satu penyebac. -

Redlita yang terjadi di perbankar sys.iah menunjukkan bahwa jaminan
fidusia pada akad pembiayaan murabahah n.c‘lak acanya sebagai bagian yang tak
bisa dipisahkan dari perjanjian antara bank dan riasch n ~2laku mitranya. Meski
dalam teorinya perbankan dimungkinkan adanya pinjamar o~ sa jaminan, namun
dalam redlitas tidak dapat dilakukan, sehingga jaminan merupakan persyaratan
bagi nasabah pengguna dana. Redlitas ini dapat dipahami : (1) dalam dunia
perbankan pada umumnya lembaga bank dan nasabah pengguna dana adalah

hubungan pinjam-meminjam atau utang piutang, (2) untuk mengurangi resiko

"W J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1985),
h. 1055.

183upranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 192-
193.
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hilangnya dana yang telah dikeluarkan bank, (3) sebagai motivasi pengguna dana

untuk bertanggung jawab, terhadap pengguna dana yang bukan miliknya sendiri.®

Jaminan dalam murabahah pada perbankan syariah pada pembiayaan
murabahah dalam perbankan syariah tentu harusah memenuhi unsur-unsur yang
berada pada jalur koridor syariah. Agar penerapan pembiayaan murabahah
tersebut tidak terdapat unsur kecacatan yang berimplikasi terhadap keabsahan
akad ole Bank syariah, sehingga DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 4 Tahun
2000 menge @ ketentuan murabahah bagi perbankan syariah. Pembiayaan
murabahah yang dier'kan oleh bank ini mengandung risiko, maka dalam
pelaksanaannya bank harus momerhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah yang tertera d 47.n fatwa DSN-MUI. Untuk mengurangi risiko,
jaminan pada murabahah dalam ar.” kev «ii.an atau kemampuan dan kesanggupan
nasabah debitor untuk melunasi kewgjiuai .y 1 sesual dengan yang diperjanjikan

merupakan faktor penting yang harus diperhat. kan oleh hank.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Sura. .~cout san Direksi Bank
Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1591 tentang Jaminan
Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan
bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesua dengan yang
diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia di atas yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan

tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian

%M uhammad, Manajemen Bank Syariah (Y ogyakarta: UPP AMP, YKPN, 2005), Cet.
H.365-372
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faslitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah di
Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan murabahah,
menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh
oleh pembeli yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana
lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum
pembiayaan murabahah yaitu:28 Umum, tidak hanya diperuntukan untuk kaum
muslim sai-, harus cakap hukum, sesuai dengan KUH Perdata; memenuhi 5 C
yaitu: Crarawe. (watak); Collateral (jaminan); Capital (modal); Condition of
Economy (prosrx usaha); Capability (kemampuan). Bank Syariah
menerapkannya rahr, sebagai perjanjian jaminan assessor untuk akad murabahah.
Hal ini membawa konsekuerii nuv 1m bahwa sekarang di Indonesia dikenal ada
tiga jenis transaksi Jaminan, yaitu Putar a, Gadai (Pand) menurut KUH Perdata
yang digunakan sebagai jaminan ocalam '.zjatan usaha Bank Konvensional;
Kedua, Gadai (Verpanding) menurut Ature 1 Dcsar Pe- gadaian/ADP (Pandhuis
Reglement) sebagai kegiatan usaha pokok pada "<t Pecadaian; Ketiga, Gadai
Syariah (Rahn) sebagai jaminan peminjaman uang pade .~,atan usaha Bank

Syariah dan Pegadaian Syariah.°

H. Metode Penditian

1. JenisPenditian

20Budiman Setyo Haryanto, Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sstem Hukum
Jaminan Di Indonesia(Jurnal Dinamika Hukum) Vol. 10 No. 1 hal. 24
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Jenis penditian ini addah penditian hukum normatif dan penditian
hukum empiris Langkah pertama dilakukan penditian normetif yang didasarkan
pada bahan hukum primer dan sskunder yaitu inventarisas peraturan-peraturan
yang berkatan dengan Fdusa sebaga lembaga jaminan ddam pembiayaan.
Sdanitu digunakan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pendlitianini.

Pendlitian ini bertujuan menemukan landasan hukumyang jelas ddam
me'dakkan penditian ini dadam perspektif hukum jaminan. Kemudian
k2 van dengan penelitian hukum empiris di mana penelitianini
berupaya un.uk melihat bagaimana persoalan ini dilaksanakan dalam
praktik.

2. Subjek dan Objek pee itiz»

Subjek penelitian ir. a'dah Tinauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Penggunaan Jaminan Fdus < - 2da Akad Pembiayaan Murabahah Di
Perbankan Syariah.

Objek penelitian adalah menger.a u7: bali murabahah disertai
jaminan Fidusia pada benda bergerak perbankan s &7t

3. Datadan Sumber Data
a  Bahan Hukum Primer
Data primer penelitian ini adalah data-data yang diambil dari
berbagai yakni Al-Qur’an dan Al-Hadist, Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syairah, Peraturan Bank Indonesia
No. 5/7/PBI/2003 Fatwa Dewan Syairah Nasional No. 4/DSN-

MUI/XVI/ 2000 tentang Murabahah dan Peraturan Mahkamah
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Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilas
Hukum Ekonomi Syariah Buku Il dan UU No. 42/1999 Tentang
Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
buku-buku hukum ekonomi syariah yang membahas tentang jual beli
dan jaminan (Fidusia@), jurnal-jurnal, artikel, makalah dan bahan-
',#"an sekunder lainnya.

c. Baher. ukum Tersier

Cuaa tersier  yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kamus besar ga .2 a I Jonesia dan kamus hukum.

Alat pengumpt.@ d-*a dalam penelitian ini menggunakan
studi dokumen, studi dokirma  dilakukan dengan mempelgjari
bagaimana penerapan jua te&'i derjan jaminan Fidusia pada
perbankan syariah kaitannya denga. '.njeian hukum ekonomi
syairah terhadap permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data
a Observas

Yaitu metode mengumpulkan data yang dilakukan secara
sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala objek
yang diteliti.

b. Kepustakaan
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Yaitu mempelgari buku-buku literatur yang sesuai untuk
mendapatkan dasar-dasar teoritis yang diperlukan sebagai landasan.
5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data
a.  Teknik Pengolahan
Yaitu dari data yang terkumpul, kemudian data tersebut
disusun dengan teknik pengolahan data melalui tahapan-tahapan
sebagal berikut:
- cditing, penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan,
ke’ 47 san dan kesempurnaan data yang diperoleh dilapangan.
2) Kateyorisasi, yaitu pengelompokkan semua data yang terkumpul
sesual dergar. i2.nis lan kronologis permasalahan yang diteliti.
b. AnaisaData
Analisa data kuaiitatif *w'd mengkaji secara mendalam hasil
penelitian dan membahasnya rengac pada landasan teoritis dan
literatur yang berhubungan dengan r..asle 1 y=ng diteliti.
Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian tesis nanti, pembahasan dan penygian hasil
penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut :
Bab pertama akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definis operasional,
penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.
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Bab kedua merupakan deksrips umum mengenai fidusia (sgarah
fidusia, pengertian fidusia, fungsi jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, objek
dan subjek fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia, hapusnya jaminan
fidusia, serta eksekusi jaminan fidusia, ekseuksi jaminan fidusa dengan
parate eksekusi, eksekus objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah
tangan)murabahah (pengertian murabahah, jenis-jenis murabahah, syarat
murab~.iah, pembiayaan murabahah, tujuan dan manfaat murabahah, fitur
dan mel's.smes murabahah, dasar hukum dan skemamurabahah, resko
pembiayaan nouri bahah, murabahah dalam perspektif figh).

Bab ketiyga membahas tentang penggunaan jaminan fidusia sebagai
jaminan pada akad pernk ay=an murabahah di perbankan syariah yakni
jaminan fidusia di Indonesia, J).igor naan jaminan fidusia pada pembiayaan
murabahah di perbankan syariah, prob'<.i'a dalam penerapan jaminan fidusia
pada akad pembiayaan murabahah di f2-ba ka1 syariah. Membahas tentang
tinjauan hukum ekonomi syariah terhadey ,arinan fidusia pada akad
pembiayaan murabahah di perbankan syariah yakni (:orsep jaminan pada
system ekonomi syariah, konsep jaminan dalam hukum islam, penerapan
jaminan fidusia sebagai akad pembiayaan murabahah di tinjau dari hukum
ekonomi syariah.

Bab keempat adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran
yang secara keseluruhan merupakan penegasan atas permasalahan yang telah
dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan

simpulan tersebut sebagai bahan rekomendas kepada pihak-pihak yang
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terkait dengan permasalahan ini. Pada akhirnya penulisan tesis ini

menyertakan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

21



BAB I

KONSEP JAMINAN FIDUSIA DAN MURABAHAH

A. Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam
Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (figh) dibagi menjadi dua,
yaitu jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dan jaminan yang berupa
harta benda.
1. <afal
Kafalah me ' akan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil)
kepada pihak Kketi¢7 untuk memenuhi kewagjiban pihak kedua atau yang
ditanggung. Dalam penger*. n 'ain. kafalah juga berarti mengalihkan tanggung
jawab seseorang yang dijamis d:ne.. berpegang pada tanggung jawab lain
sebagai penjamin.?
a Landasan Syariah
Al-Qu’ran
Dasar hukum untuk akad memberi kepercaya. 11 de )at dipelgari dalam
Al-Qur’an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf .
a5 R UG e Jaa m els oAl ol £ 500 St 1,18
“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan
(seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya”.(QS. Yusuf : 72).?2

21 Abu Bakar Ibnu Mas’ud al-Kasani, al-Bada’ih Wa al-Shana’i Fi Tartib ash-shara’i
(Beirut: Darul Kitab Al-Arab), edis ke-2 juz. 6 h. 2. Al-kamal Ibnul-Humami Fathul-Qadir
(Pakistan: Maktabah ar Rashidiyyah), juz h. 389.

22Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008 h.
360.
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Kata za’im yang berarti penjamin dalam surah Yusuf tersebut adalah

gharim, orang yang bertanggung jawab atas pembayaran.??

2)

3)

b. JenisKafalah®*

1) Kafalah bin nafs

Kafalah bin nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (personal
guarantee). Sebagai contoh dalam praktek perbankan untuk bentuk kafalah
bin n-fs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan
janinar rama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat.
Walaupun b« secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank
berharap tokol cersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah
yang dibiayai mengcia i esilitan.

Kafalah bil-maal

Kafalah bil-maal merupakan jaminan r2mbayaran barang atau pelunasan
utang.

Kafalah bil-talin?®

Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjami:. pe o< ralian atas barang
yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.

Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk

kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan

2Mengenai ha ini, Rasulullah SAW pernah bersabda “Az-Zaim Gharim (HR. Abu

Dawud Hasan menurut Tirmidzi dan sahih menurut 1bnu Hiban)

2Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Dr. Ali As Salus, al-Kafalah fi Dhau-i asy-

syariah Islamiyah. Lihat juga Ibn Taimiyah, Majmu Al-FataWa shaikh al-Islaml (Riyad : Matabi
al Riyad, 1963)volume XXX, him 549 dan seterusnya

Blbid
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4)

5)

penyewaan (leasing company). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa
deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (fee) kepada
nasabah itu.

Kafalah al-munjazah

Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka
waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al-
munj~.ah adalah pemberian jaminan dalam bentuk performance bond
“jarninz. grestasi” suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini
sesual denger. b ntuk akad ini.

Kafalah al-mucslagah

Bentuk jaminan ini me yak: 1 penyederhanaan dari kafalah al-munjazah,

baik oleh industri perbankan maupr ir asur nsi.

Secara umum, skema aplikasi al-k=f*4 1 dalam perbankan syariah dapat

digambarkan sebagai berikut :

-

Penanggung /- Ditanggung
(lembaga Tertanggung (Nasabah)
keuangan) (jasalobjek)
Jaminan Kewgjiban

2. Rahn

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan

bahwa gadai adalah suatu hal yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu
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barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh
seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya
untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus
didahulukar.?® Transaksi hukum gadai dalam figih islam disebut Al-Rahn. Kata
Al-Rahn er=2" dari bahasa arab yang artinya menggadaikan.?” Secara etimol ogi
menurut Abu Zak# 1y 1Y ahya bin Sharafa al-Nawawi, pengertian Al-Rahn adalah
al-subut wa al-daweun yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan
“kekal” dimaksud merupaka® naka yang tercakup dalam kata al-hasbu a al-
luzum berarti “menahan dan mene ar«an sesuatu”.?® Jadi berdasarkan penjelasan
tersebut, pengertian Al-Rahn secara bahasa ~.ic. ah tetap, kekal dan menahan suatu
barang sebagai pengikat utang.

Secara terminologi menurut 1bn Qudamal, ponertian Rahn adalah suatu
benda yang dijadikan kepercayaan atas utang untuk uiper .+ dari harganya bila
yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut S. M.
Hasanuzzaman, Rahn adalah suatu akad untuk keamanan pembayaran atas

utang®. Berdasarkan Fatwa DNS Nomor 24/DN-MUI/IN1/2002 tentang Rahn,

26K jtab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150
2"Mahmud Y unus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990) h. 148

2Ade Sofyan Mufazid, Kedudukan Sstem Pegadaian Syariah dalam Sstem Hukum
Nasional Di Indonesia (Jakarta: Kementerian AgamaRI, 2012), h. 27

2lbid h. 28 dan 30
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bahwa Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan

hutang®. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio yang beliau ambil dari Figh As-

Sunnah karya Sayyid Sabiq bahwa Rahn adalah menahan salah satu harta milik s

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam

jaminan hutz v, atau gadai.3! Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rahn adalah

perjanjian penyera.ar barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan
boleh mengambil ute.1g.
a Landasan Syariah
1) Al-Qu’ran

W ey (ol 28 i 85808 L Jal U s 01513 Tkl Gl LD

T At 0l V5 405 A1 T G aqd g2 N Sl A Adle LS S of Qalk

dmujzﬂmﬁdmuithm" 3 0l 3l Gl Gall agle oM 8

Go O3S s ATy Jap (ARG & A 1 R (s (Bhel TiAemindy

O Tad ¥ Taed 13 a1l T Y SAasT Liiis) X Ugia) o T3l

-i\}'\ 1 Y engm;;;mmmuyg U1 3 ala b S

Y} Cu\.ﬁ\bd@.u AEA).\‘.‘\SS\}? L\;%ﬁﬂ;uﬂlﬂe&\;\g\j Aaa‘)mho);.au‘,s;

Ao ¢ 0K AT 2RI TT 1585 2K (3508 438 1ot ()5 el V5 S8 Sl

633‘\'3;35114,;;;,;@u&mj‘w}u&‘,&g;p‘;g;ﬁsu\; _,
e.\k:u}LuuLdeJ\j \ Mlﬂw&wjod%_.ﬂ\ J;jﬁy;%q)m\dﬂjm //a3‘

Gl Y Oty Qs a8 i 53060 ik ;5%7 & um efm\m 13) 1 5kale Lﬁéﬁ Ll
Os (3alf (es u‘-*‘fb d.aﬁ u:\!.w 1-';% ej ulﬁ eﬂé) e B bﬂaiﬁi»b

Magjelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Dewan Syariah
Nasional MUI (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 736

SIMuhammad Syafi”i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, op.cit, h. 128
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu”amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bert-«wa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
da ipad~ ruatangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya
atau i<rah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendakl -« walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah
dengan due ore 10 ~.aksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada
dua oang lela'i, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saks yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang
seorang mengingatk~.«y7. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mer %k~ cipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil rmaupn ‘sosar sampai batas waktu membayarnya.
Yang demikian itu, lebih adi! < si<. »!lah dan lebih menguatkan persaksian
dan lebih dekat kepada tid < (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
mu amalahmu itu), kecuali jika .. ar alah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, maka t! fak ao dosa bagi kamu, (jika) kamu
tidak menulisnya. Dan persaksikanlal apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling suliv :.@7,ul tkan. Jika kamu lakukan
(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu aal#=’1 ~uatu kefasikan pada
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Aller reenc ¥armu; dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-bagarah: 7 82

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.".(Q.S. Al-Bagarah : 283)32.

h. 49.

$2Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008),
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2) Ijma’ Ulama
Berdasarkan Al-Qu’ran dan Al-Hadits diata, menunjukkan bahwa

transaks gadai pada dasarnya dibolehkan dalam islam, bahkan Nabi SAW pernah
melakukannya. Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai
itu.32

Kaidah rahn dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari firman Allah
SWT.dalar Q.S. Al-Bagarah (2):282 tentang kewajiban pencatatan tran-saksi
muamala tar.o,uh dan Q.S. Al-Bagarah (2):283 tentang sunnah me-nahan barang
dalam transaks teigruh dalam hal tidak terdapat juru tulis dan ketika keadaan
safar (perjalanan). Fi.man Allah SWT. yang pertama menjadi dasar lahirnya asas
al-kitabah (tertulis) yang uia'c)si Tasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
02 Tahun 2008 tentang Kompilasi ~.kw ~» Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut
KHES).3*

Pemahaman komprehensif kedua ay# alary Q.S. Al-Bagarah tersebut
menunjukkan rahn timbul dalam hal terjadi trancak> t aneouh dan tidak ada juru
tulis serta tidak ada saling percaya antara para pihak.Dala ..« para pihak saling
percaya, maka rahn dapat dikesampingkan dengan menitiktekankan pada asas
amanah seperti diatur Pasal 21 Huruf b KHES.

Uraian di atas menunjukkan secara subtantif tidak ada kesalahan pada tim

faiwa DSN-MUI dalam hal tidak mensyaratkan kewgjiban pengikatan secara

3Sadi Rais, Pegadaian Syariah, Konsep Dan Sstem Operasional (Suatu Kajian
Konteporer), Op. Cit, h. 41

34Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilas
Hukum Ekonomi Syariah
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formal rahn tagjily. Akan tetapi, patut dipahami tujuan pencatatan transaksi
tangguh dan rahn sebagaimana difirmankan Allah SWT. Menurut Ismail Nawawi,
pencatatan akad muamalah tidak lain untuk mencegah para pihak lupa
akankesepakatan yang dibuat. Selain itu, upaya tersebut untuk melindungi hak
pemilik piutang demi kemaslahatannya.

Ada beberapa aasan perlunya pengikatan rahn tagily secara
formal.Pert-una, rahn tagjily sebagai bagian dari muamalah.Muamalah disusun
atas asas ey nan sebelum ada kaidah yang melarangnya secara tegas.Hal ini
menjadi landasan e \wa pensyaratan rahn tagily diikat secara forma tidak
bertentangan dengar. syariah. Pengikatan secara formal pun sgjalan dengan asas
muamalah, antara lain asas rwb-h, asas menolak mudharat dan mengambil
manfaat, asas ikhtiyati (kehati-haiz1) ¢ n asas tertulis dan/atau diucapkan di
depan saksi.®

Kedua, rahn tagjily berkenaan dengan 2ag1.n | ak para pihak.Marhun dalam
rahn tagjily berada di tangan rahin, sedangkan busu k¢ perilikannya (selanjutnya
disebut dokumen marhun) berada dalam penguasaan nurtz ... "viurtahin memiliki
kepentingan atas nilai marhun selama dalam penguasaan rahin dan rahin pun
berkepentingan atas dokumen marhun sebagai legalitas formal atas marhun yang
dimilikinya. Dengan dibuatnya pengikatan secara formal, masing-masing pihak
dapat menyadari batas-batas kewenangan satu sama lain terhadap marhun maupun

dokumen marhun yang berada dalam kekuasaannya.

Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat Edisi Pertama (Jakartaz Amzah, 2010)
Cetakan Pertama, h. 4

29



Ketiga, rahn tagjily adalah akad yang riskan. Manusia tidak lain adalah
makhluk yang zalim dan bodoh. Manusia pilihan semisal Nabi MusaA.S.27 dan
Nabi Muhammad SAW. dapat jatuh dalam kealpaan sehingga manusia pada
umumnya sudah barang tentu lebih banyak melakukan kealpaan dibandingkan
kedua nabi Ulul Azmi tersebut. Berangkat dari logika inilah ada segumlah
persoalan yang rentan timbul dalam hal rahn tagjily tidak diikat secara formal.
Ada tiga b« yang setidaknya berpotensi terjadi akibat pengabaian pengikatan
rahn tag.'v. 7 ¢ .ama, potens sengketa kewenangan para pihak. Pengikatan rahn
tagily memberik? Jenegasan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang untuk
dilakukan para pihan terhadap marhun dan dokumen marhun yang dikuasainya.
Pengikatan rahn tagily mem'seri’ an kekuatan mengikat terhadap Penetapan
Kedua Fatwa Rahn Tasjily kepaca par- pihak yang terlibat dalam akad rahn
tagily. Kedua, potens dampak buruk ='Gi it itikad tidak baik para pihak.
Penguasaan marhun oleh rahin memb rikex peluang bagi rahin  untuk
mengalihkan marhun tersebut kepada pihak ketiya. Y74 ir' dapat disimak dalam
beberapa penelitian terdahulu. Salah satunya diuraikan skii s ~arya Danan Tyas
Wicaksono.®® Dalam penelitian tersebut debitur menjual obyek jaminan fidusia
kepada orang lain atau obyek jaminan fidusia pada realitasnya bukan milik
debitur, melainkan milik pihak lain. Di sisi lain, murtahin yang memiliki hak
penguasaan dokumen marhun tidak mustahil menyal ahgunakan dokumen marhun

tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari rahin. Pengikatan secara

%Danan Tiyas Wisaksono, Pelaksanaan dan Hambatan Kredit Jaminan Fidusia Yang
Tidak Didaftarkan Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Koperasi Serba Usaha Surya
Kencana Malang), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
2009, h. 87.
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formal memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan
sehingga perbuatan yang merugikan pihak lain dalam rahn tagily dapat
diminimalisir. Terakhir, potensi hambatan eksekusi marhun. Fatwa Rahn Tagjily
menegaskan tindakan rahin untuk mem-berikan kewenangan bagi murtahin dalam
mengeksekusi marhun dalam hal terjadi wanprestas atau ketidakmampuan
pembayaran utang. Pemahaman lengkap ketentuan Penetapan Kedua Huruf a jo.
Huruf b Fawa Rahn Tagjily menunjukkan dokumen marhun melekat pada
marhun an = sekusi marhun memerlukan ijin atau otoritas dari rahin. Tanpa
diikatnya rahn ta<1y dalam perjanjian tertulis, hal ini berpotensi menimbulkan
masalah. Dalam UL Jaminan Fidusia, penerapan jaminan fidusia harus dibuat
dengan akta notaris sebelum I Jaf* rkan kepada lembaga yang berwenang. Dari
kegiatan ini akan diterbitkan sertif k<« jo ninan fidusia atas obyek ja-minan yang
difidusiakan. Hal ini menjadi alas hax kred<ur untuk melaku-kan eksekusi. Rahn
tagily tidak memungkinkan melakukan hal certna <arena fatwa yang ada tidak
mensyaratkan demikian. Artinya, eksekusi rahi. oS’y ©ama dengan eksekus
jaminan fidusia yang tidak dibuat di hadapan notaris dan ... didaftarkan yang
pembebanan jaminannya dipandang nihil dan tidak diakomodasi perlindungan
hukum sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia.®’

Di samping alasan yang berasal dari kedua produk hukum tersebut,

sinkronisasi Fatwa Rahn Tagjily dan UU Jaminan Fidusia patut segera dilakukan

$’Rochandy Y usuf, Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Dengan Tidak Dilaksanakannya
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Sudi di PT. Indomobil Finance Indonesia
Cabang Tuban), Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009,
H. 69
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dengan tiga alasan. Pertama, kedudukan hukum Islam dalam konstelas hukum
nasional. Kedua, sistem hukum jaminan. Ketiga, asas hukum jaminan.

Kaidah hukum Islam berlaku sebaga hukumdalam konteks hukum
nasionaljika dilegitimasi dalam perangkat aturan yang ada. Tidak atau belum
dilegitimasinya ketentuan hukum Islam tertentu, secara formal, menyebabkan
implementasi hukum Islam bersifat relatif dan persuasif dengan penundukan dan
pelaksanaar.iya diserahkan kepada setiap individu. Kaidah Pasal 29 Ayat (2)
Undang-u'nd-,», Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD NRI +©15) dan Aturan Peralihan Pasal 1 UUD NRI 1945 memberi
ruang bagi penerapcn kaidah Islam. Penerapan kaidah Islam lazim dilakukan
terhadap kaidah yang secara ¥ ost-1tif berbeda, semisal hukum pernikahan dan
hukum waris.® Untuk hal lainnya ¢it_rap -an sistem unifikasi dalam pembentukan
hukum nasional dalam rangka akomodasi ke tingan umum.°

Hukum muamalah dalam Islam memi‘i%i i tik temu dengan hukum perdata
Indonesia warisan kolonial. Pasal 1338 Kitab Uiiuan-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya disebut KUHPerdata) sejalan dengan asas ke .27 san ber-muamalah
daam Islam. KUHPerdata dalam kaidah tentang perikatan dan perjanjian
memungkinkan para pihak menentukan substansi perjanjian yang dibuat sepenuh
dan seutuh kehendak pihak-pihak itu sendiri. Demikian pula dalam prinsip

muamalah. Akan tetapi, keduanya dibatas pada hal-hal yang secara tegas

%Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Sama Barlinti, Hukum Perikatan Islam di
Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Group Media, 2005), h. 16.

*lbid, h. 15
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dilarang. Hal-hal terlarang tersebut tidak dapat dilanggar dengan asas kebebasan
berkontrak atau kebebasan bermuamalah.®°

Sistem hukum jaminan merupakan sistem tertutup (closed system). Ti-dak
seperti sistem terbuka (opened system) yang memungkinkan para pihak
mengadakan hal-hal baru atau menghilangan ketentuan tertentu yang belum ada
atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sistem tertutup menutup
pintu krers atas ketentuan baru di luar kaidah peraturan perundang-
undangar. “'P.r.1 tagily sebagai jaminan kebendaan yang “baru” dilihat dari
momentum kelahir.nr ya, lembaga jaminan tersebut harus disahkan dalam pro-duk
hukum tertentu. Ter.iadap rahn tagjily yang penerapannya memiliki kesa-maan
sifat dengan jaminan fidusia, = «w7. Rahn Tagjily harus tunduk pada UU Jaminan
Fidusia sepanjang tidak bertentar 7.1 0 ngan syar’i. Ketertundukan dimaksud
adalah pengikatan rahn tagjily, meliputi perLu atan akta pembeban-an rahn tagjily
oleh notaris dan pendaftarannya kepada lem! ega ‘an ) ditunjuk oleh negara.

Sementara itu, asas hukum jaminan antaia \air prhlicitet dan asas spe-
cialitet. Merujuk pada argumentasi sebelumnya, ralin ti .. sebagai lembaga
jaminan patut tunduk pada asas yang ada. Asas publicitet menuntut adanya
pendaftaran terhadap obyek jaminan untuk menyediakan informasi bagi pihak
ketiga. Sementara itu, asas specialitet mewajibkan pembebanan jaminan dila-
kukan terhadap obyek yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Asas

specialitet menekankan obyek rahn tagjily dilakukan pada benda terdaftar karena

40lbid, h. 19

454im H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2012), h. 12-13
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“... kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang.” Warkat tersebut tidak lain adalah dokumen marhun. Untuk
melindungi kepentingan para pihak, terlebih pihak ketiga, pengi-katan rahn tagjily
secara formal tidak dapat dipungkiri lagi.*?

Ketiga alasan tersebut menjadi argumentasi dilakukannya sinkronisasi
Fatwa Rahn Tagily dan UU Jaminan Fidusia. Sinkronisasi dilakukan dengan
perubahan .erhadap masing-masing produk hukum. Perubahan Fatwa Rahn
Tagjily perlu ' aukan terhadap pengertian utang dalam Islam meliputi gardh dan
dayn. Dayn seyogvan ’a hanya dibatasi pada utang transaksi konsumtif a-tau utang
jual beli dalam istilar, 1azim.

Perubahan Fatwa kaht, "as’'y dilakukan pula terhadap jenis utang yang
dapat dibebani rahn tagjily meliput 1-.anc \7ang telah ada dan utang yang akan ada
di kemudian hari sepanjang sudah ditent':iicn jumlahnya. Biaya lainlain saat
eksekus dapat diadopsi sebagai marhun ki <¥paijang ditegaskan je-nis-jenis
biaya yang dapat dibebani dan nominal dari biaya ek ut.

Perubahan terakhir harus dilakukan dengan me. .oy~ atkan kewajiban
pengikatan rahn tagily di hadapan notaris dan lembaga pendaftaran jaminan yang
sah. Hal ini memang tidak diatur dalam Al-Qur’an dan hadist. Akan tetapi,
mengacu pada prinsip menghilangkan segala bentuk kemudharatan, pengi-katan
rahn tagjily tentu dapat dilakukan dengan pertimbangan seperti terurai di atas.
Selain itu, melalui ijtihad dengan metode istishlah hal demikian dimung-kinkan

terjadi. Redlitas dan kebutuhan hukum masyarakat menuntutkan adanya

“2|bid



pengikatan rahn tagjily sehingga kaidah Fatwa Rahn Tagjily yang akomodatif
terhadap hajat tersebut dapat dilakukan. Pengabaian metode istishlah ber-akibat
pada stagnasi perkembangan hukum Islam, terutama di bidang hukum jaminan
Islam.®3
Sementara itu, perubahan UU Jaminan Fidusia dilakukan dengan legi-

timasi rahn tagjily dalam produk legidatif tersebut. Bab VIl Pasal 37 jo. Pasal 38
UU Jamin~.i Fidusia memuat ketentuan peralihan. Ketentuan di antara ke-dua
pasal tere~hir fapat ditambahkan bahwa jaminan fidusia berlaku untuk transaks
berdasarkan pring ;s 'slam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah syar’i.
Selain itu, ketentuan seputar jaminan fidusia dalam muamalah harus tunduk pada
UU Jaminan Fidusia, kecua® nor enklatur jaminan dan kaidah tertentu yang
bertentangan dengan hukum muam i .
c. Ruang Lingkup Pembebanan Rafin Tasi*ly

Fatwa Rahn Tagily secara tegas m mburik n konsep jaminan tersebut
sebagal berikut :Rahn Tagjily adalah jaminan awa™ Jent'lk barang atas utang,
tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berar & fdam penguasaan
(pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya di-serahkan kepada murtahin.

Definisi rahn tagjily tersebut menunjukkan tiga hal penting, yaitu: (1) tujuan

pembebanan rahn tagjily, (2) kedudukan marhun, dan (3) dokumen marhun.

4Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, Kaidah-Kaidah hukum Islam (Ilmu Ushul
Figh), Noer Iskandar Al-Barsyany, Moch. Tolchah Mansoer (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada,
1993), h. 133
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Selain itu, rahn tagily tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup
keberlakuan-nya yang meliputi keadaan dan jenis kegiatan yang memerlukan akad
jaminan tersebut.

Pada dasarnya rahn timbul akibat muamalah tangguh dan tidak dijum-
painya juru tulis untuk mencatat muamalah tersebut.Hal demikian berlaku pula
terhadap rahn tagjily.Sebagai akad yang lahir akibat muamalah tangguh, maka
pembebane’. rahn tagjily dimungkinkan sebatas muamalah tangguh atau transaksi
yang mei.Jar g unsur utang-piutang. Pasal 1 Angka 25 Huruf ¢ jo. Huruf d UU
Perbankan Syaria- riemberi penegasan pembiayaan bersifat piu-tang terdapat
pada pembiayaan juc. beli dan pembiayaan pinjam meminjam.Kedua pembiayaan
inilah yang menjadi ruany linc<ur rahn tagjily sehingga akad jaminan tersebut
dapat dibebankan pada utang murn’ cun v ang jual beli.*

Utang murni atau utang uang adal?- v ang yang lahir dari akad pinjam-
meminjam (gardh).Utang jenis ini disebu ga'dh Definisi yuridis gardh di-
pahami sebagai penyediaan dana atau tagihan ancare | mb~ga keuangan sya-riah,
khususnya bank syariah, dan nasabahnya dengan xew yiu7.1 pihak nasa-bah
mengembalikan dana tersebut secara tunai atau mencicil untuk jangka waktu
tertentu. Unsur bentuk pemberian, kemampuan untuk ditagih kembali, dan
kewgjiban pelunasan memperkuat argumentasi gardh sebagai akad yang dapat

dibebani rahn tagjily.*

4pasal 1 Angka 25 Huruf ¢ jo. Huruf d UU Perbankan Syariah no 21 tahun 2008.

4SFatwa DSN-MUI No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
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Utang jua beli atau utang barang adalah utang yang timbul selain aki-bat
akad pinjam-meminjam, yaitu akad jual beli.Utang jual beli disebut juga dayn.
Akad jual beli dibedakan menjadi murabahah, salam, dan istishna’,

Murabahah adalah pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, khu-susnya
bank syariah, atas pengadaan barang tertentu kepada nasabah dengan harga jual
diperoleh dari nilai pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati.
DSN-MUI - imemfatwakan akad ini daam Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-
MUI/IVI200r i-.atang Murabahah (selanjutnya disebut Fatwa Murabahah). Utang
murabahah timbu! diiam hal nasabah setuju melakukan pem belian atas barang
yang dimintakan per.ibiayaannya.Utang terjadi dalam hal pembayaran dilakukan
secara tangguh atau dapav JissHut murabahah bitsaman ‘ajil.Dalam hal
pembayaran harga murabahah dil #.ka secara tangguh tersebut, bank syariah
diperbol ehkan meminta jaminan kepada nas=luc 1.46

Patut digarisbawahi dokumen marhtr aas -ahn tagily terhadap utang
murabahah bitsaman ‘ajil.Pasal 84 Ayat (1) KHZs m ngrugurkan hak menahan
barang penjual dalam hal disepakati pembayaran harga ,cw dilakukan se-cara
mencicil. KHES tidak menegaskan konsep “barang” yang dimaksud pasal
tersebut, namun jika dipahami dari ketentuan Pasal 20 Angka 20 KHES tentang
pengertian mabi’ (barang dagangan), Pasal 58 KHES jo. Pasal 77 KHES tentang
jenis benda yang dapat diperjuabelikan, dan Pasal 78 KHES tentang perluasan
obyek jual beli dapat ditarik kessmpulan bahwa dokumen marhun atas barang

yang dibiayai dengan akad murabahah termasuk dalam konteks barang menurut

4DSN-MUI memfatwakan akad ini dalam Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murabahah
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Pasal 84 Ayat (1) KHES. Sebagai contoh, murabahah atas kendaraan bermotor
menggugurkan hak menahan bukti pemilikan kendaraan bermotor (selanjutnya
disebut BPKB) obyek murabahah tersebut sebagai dokumen marhun akad rahn
tagily. Akan tetapi, bank syariah dapat mensyaratkan kendaraan bermotor lain
sebagai marhun dan BPKB kendaraan tersebut sebagai dokumen marhunnya.#’

Berikutnya utang jual beli lahir dari akad salam. Salam adalah pembiayaan
jual beli at7 komoditas tertentu dengan pembayaran dilakukan secara penuh dan
seketika <4~ “arjadinya pemesanan.Salam dikategorikan sebagai akad yang
mengandung utary Jlisebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para
pihak.Dalam hal im, hak dari bank syariah (al-muslim) belum dipenuhi oleh
nasabah (al-muslam ilaih).He!s .ers but berupa penyerahan barang yang dipesan.
Hal inilah menjadikan salamsebags ~.ayr

Terakhirnya, utang jual beli timbul - sat akad istishna’.Istishna’ adalah
jual beli barang dan/atau jasa berupa pemes +rar der gan kriteria dan per-syaratan
tertentu yang disepakati pihak pemesan dan penjuu. *

d. Rukundan Syarat Rahn
Adapun Rahn ada empat, yaitu :
1) Shigat, yaitu ucapan ijab dan kabul
2) Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (rahin)
dan yang menerima gadai (murtahin)

3) Harta/lbarang yang dijadikan jaminan (marhun)

47Lebih lanjut lihat: Adrian Sutedi, Loc.cit., h. 29

“®Pasal 20 Angka 10 KHES
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4) Utang (marhu bih)*

Adapun syarat sah rahn adalah

1)

2)

3)

4)

Syarat shigat adalah tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan
dengan masa yang akan datang. Misalnya Rahin mensyaratkan apabila
tenggang waktu marhun bih habis dan marhun bih belum terbayar maka
rahn dapat diperpanjang 1 bulan.

C.ang yang berakad harus cakap dalam melakukan tindakan hukum,
hal "', dan berakal, sehat serta mampu melakukan akad.

Marhurr 0i 1 harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada
murtahin, . nerupakan barang yang dapat dimanfaatkan, barang tersebut
dapat dihitung jumial ayz.

Marhun harus harta yar ) uap-* dijua dan nilainya seimbang dengan
marhun bih, harus mempunyai ri's dan dapat dimanfaatkan, jelas dan
spesifik secara sah dimiliki oleh ' 2hir. me ‘upakan harta yang utuh dan

tidak bertebaran dalam beberapa tempa:. -

e. Implementas Rahn

Rahn dalam implementas dilembaga keuangan syariah ada duajenisyaitu :

1) Akad rahn sebagai produk turunan pelengkap (jaminan pembiayaan)

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan

(jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba’i al-

murabahah, bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuens akad

“Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 107-108

0Siti Nor Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam

(Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 231-239
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tersebut.>! Setelah serah terima barang, agunan berada di bawah kekuasaan
murtahin namun bukan berarti murtahin boleh memanfaatkan harta agunan
tersebut, sebab agunan hanyalah tausiq sedangkan manfaatnya tetap menjadi
hak pemiliknya (rahin).
2) Akad Rahn sebagai produk utama (Gadai Syariah)
Akad Rahn sebagai alternatif dari pegadaian konvensiona.Bedanya
dengs« pegadaian, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang
dipenor  Lari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta
penaksiran. Far!edaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah
sifat bunga yar g bisa berakumilasi dan berlipat ganda sedangkan biaya rahn
hanya sekali dan ditetapi7 0 & nuka.
Adapun pada prakteknya ¢’ peadaian syariah, pada dasarnya gadai
berjalan diatas dua akad transaksi syariah v~y *?
1) Akadrahn
Y aitu akad yang dimakud adalah menahar. i iecte milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang ..o ahan memperoleh
jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan
akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2) Akad ljarah
Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

S!Muhammad Syafi”i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek,op.cit, h. 130

52Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h.
387
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barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik
sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan
akad.

Melalui akad-akad tersebut sehingga mekanime operasionanya ketika
nasabah menyerahkan barang bergerak maka pihak pegadaian harus menyimpan
dan merawat barang tersebut. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan ini
menimbulk-.1 biaya-biaya. Biaya tersebut berupa biaya sewa dari biaya sewa
itulah peyad='¢. syariah memeperoleh keuntungan.

Aplikas dalam Per’sa ikan
Kontrak rahn dipaka dalam perbankan dalam dua hal berikut:>3
1) Sebaga Produk Felenc<ar

Rahn dipakai sebagai pro . p+'engkap, artinya sebagai akad tambah
(jaminan/collateral) terhadap produk lair ::zperti dalam pembiayaan bai’al
murabahah. Bank dapat menahan barang rasibal sebagai konsekuensi akad
tersebut.

2) Sebaga Produk Tersendiri

Di beberapa negara Idlam termasuk di antaranya adalah Malaysia,
akadrahn telah dipakai sebagal alternatif dan pegadaian konvensional. Bedanya
dengan pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, yang
dipungut dan nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta

penaksiran.

%3Ibid
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Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat
bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya
sekali dan ditetapkan di muka.

Manfaat Ar-Rahn

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dan prinsip ar-rahn
adalah sebagai berikut:>*

1) Mer,aga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain dengan fasilitas
pembi s san yang diberikan bank.

2) Memberike: "‘eamanan bagi semua penabung dan pemegang deposite
bahwa danar.ya tidak akan hilang begitu sga jika nasabah peminjam
ingkar janji karena aua su7u aset atau barang (marhun) yang dipegang
oleh bank.

3) Jikarahn diterapkan dalam mekani<~.c pegadaian, sudahakan sangat tentu
akan sangat membantu saudara kits yeng kesulitan dana, terutama di
daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adal +» v aya-biaya konkret
yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut
Jika penahanan aset berdasarkan Fidusia (penahanan barang bergerak sebagai
jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asurans yang
besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

h. Resko Ar-Rahn

5 |bid
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Adapun resko yang mungkin terdapat pada rahn apabila
diterapkansebagai produk adalah :
1) Resiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
2) Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak
Secara umum, penerapan gadai yang dikombinasikan dengan
pembiayaan diperbankan syariah, dapat digambarkan sebagai
berikut :

i wemaAr-Rahn

Skema ar-Rahn
Mart ; Bih 2. Permohonan Pembiayaan

I

- :

A :

LC 2 Akad Pembiayaan M
Murtahin - > Rahin
Bank > Nasabah
4. Utang - M7« Up F 1a
Mthun
o/ Jaminan

1. b. Tititpan/Gadai Pembia a~
j.  Rahn Tagily
Rahn Tagjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang,
tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam
penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya
diserahkan kepada murtahin.
Definisi rahn tagily tersebut menunjukkan tiga hal penting
yakni :

1) Tujuan pembebanan rahn tagily
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2) Kedudukan marhun
3) Dokumen marhun

Selain itu rahn tagily tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup
keberlakuannya yang meliputi keadaan dan jenis kegiatan yang memerlukan akad
jaminan tersebut.

Pada dasarnya rahn timbul akibat muamalah tangguh dan tidak
dijumpainv-. juru tulis untuk mencatat muamalah tersebut. Hal demikian berlaku
pula terhodar ran tagily sebagai akad yang lahir akibat muamalah tangguh atau
transaks yang me’.gi ndung unsur utang piutang. Pasal 1 Angka 25 Huruf e Jo
huruf d UU Perbankan Syariah memberi penegasan pembiayaan bersifat piutang
terdapat pada pembiayaai judl be'’ dan pembiayaan pinjam-meminjam. Kedua
pembiayaan inilah yang menjadi ru ary lir 2kup rahn tagily sehingga akad jaminan
tersebut dapat dibebankan pada utang murnri Jc 1 utang jual beli.>
B. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah atau di sebut juga bab’bitsmanil ', Kata murabahah
berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling
menguntungkan secara sedarhana murabahah bebarti jual beli barang ditambah

keuntungan yang disepakati.>®

SSpasal 1 Angka 25 Huruf e Jo huruf d UU Perbankan Syariah no 21 tahun 2008.

56DR. Mardani, Figih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),
h. 136-137.



Secara Bahasa, murabahah berasal dari kata ribhu yang bermakna tumbuh
dan berkembang dalam perniagaan. Sedangkan pengertian murabahah secara
istilah telah banyak didefiniskan oleh para fugaha. Misalnya Hanafiah
mengartikan murabahah dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga
barang itu dengan tambahan ongkos. Sedangkan Malikiyah mengartikan
murabahah dengan menjua barang sesuai dengan harga pembelian disertai
dengan twunbahan  keuntungan yang diketahui oleh penjua  dan
pembeli.-’"Mi-. 7 ahah yaitu jua beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang i< 2pakati. Dalam murabahah, penjua harus memberi tahu
harga produk yang .a beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya.58

Pembiayaan murabahah n 2rupar .n pembiayaan berupa talangan dana
yang dibutuhkan nasabah untuk rnembe'. suatu barang dengan kewajiban
mengembalikan talangan dana tersebut selu 'hr. 7a ' litambah margin keuntungan
bank pada waktu jatuh tempo.>°

Adiwarman karing menjelaskan bahwa: “murabahat .2 # sale and purchase
contracct by stating the buying price of the transsaction objeck, and the profit

margin mutually agreed by both the seller and buyer. The contract is one of the

5”Ahmad Hasan Ridwan, BMT Dan Bank Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),
h. 16

%8l bid., h.101

SWirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana.2012),
h.106
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natural centrainty contracts, because in murabahah the required rate of profit is
state”.%0

Menurut Muhammad murabahah adalah akad jual beli atas barang
tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan,
termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan
atas labal keuntungan dalam jumlah tertentu.’* Sedangkan menurut Ascarya
murabahab adalah istilah fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu
ketika peniv, - nenyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan
biaya-biaya lain y=.1g dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat
keuntungan (margin) yang diinginkan.®?

Menurut Sayyid Saoig,. nur’bahah adalah menjual barang dengan harga
pembelian barang ditambah dengar kun ngan yang diketahui.®?

Prinsip jual beli dengan akao murd-ur ah dapat dilakukan oleh nasabah
individu maupun badan usaha. Nasabah inc.ia ' d pat menggunakan jasa bank
syariah untuk membiayai semua keperluannya, <part’ pembelian tanah, rumah,
TV, kulkas, dan komputer. Demikian juga dengan penguss ... " engusaha apapun,
baik pengusaha rental mobil, tambang, produsen rokok, sepatu, developer,

maupun krontraktor, dapat menggunakan jasa bank syariah dengan skema

80Adiwarman A. Karim, Islamic Banking Figh and Financial Analysis (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005), h. 113

5Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknis
Pembuatan Akad/ Perjanjan Pembiayaan Pada Bank Syariah (Y ogyakarta: UUI Press, 2009), h.
57

52|pid., him. 81

83Sayyid Sabiqg, Fikih Sunnah, Penerjemah Abdurrahim & Masrukhin, Fikih Sunnah 5,
(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 5, h. 190
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murabahah untuk mendanai pengadaan bahan baku ataupun asetnya. Nilai
transaksinya pun tidak dibatasi, dari jutaan sampai ratusan miliar sepanjang bank
memiliki kemampuan untuk itu.4

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali
tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini
kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep
lain sehingr,a menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti
ini terga tury Jada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar
transaks tersebut ;e ima secara Syariah.®

Secara umui.i, aplikasi perbankan dari Bai’ al-Murdbahah  dapat

digambarkan dalam skema bei) ut . i:

xKer.a 1.1%6

Bai’ Al-M.. ab .hah

(1) Negosiasi & — — -
Persyaratan j

(2) Akad Jual Béli

NASABAH

BANK < >
) (6) Bayar
(5) Terima
Barang &
SUPLIER Dokumen
oI bidl, him. 41 " PENJUAL
%bid., hm. 56

8Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., h. 102

47



(3) Bdli Barang (4) Kirim

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah

sebagai berikut:%”

1)

2)

3

Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini melakukan dengan pihak
bank yang bersangkutan dengan spesifikasi produk yang diinginkan
oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran
2au pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus
dipenuhi ol.n nasabah sesua dengan ketentuan yang berlaku pada
bank syariah.

Bank membeli prec 17’V arang yang sudah disepakati dengan nasabah
tersebut ke supplier. Sciel?' bak membelikan produk sesuai dengan
spesifikas  yang diinginkan rasehah, maka selanjutnya bank
menjualnya kepada nasabah disetai Jdeno~n penandatanganan akad
jua beli antara bank dan nasabah. Pada e @ tetocbut dijelaskan hal -
hal yang berhubungan dengan jual beli murabe 17’1 .

Supplier mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat
nasabah atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati
antara bank dan nasabah. Tanda terima barang dan dokumen, ketika
barang sudah sampai ke aamat nasabah, maka nasabah harus
menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali

kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.

5Ibid
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4) Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang
yang dibeli dari bank, pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Quran

Dalam fatwa Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000
te.tang murabahah , dasar hukum jual beli murabahah telah ditetapkan

dalar. Q.S. Al-Bagarah/2: 275, sebagai berikut:

“Dan Allah Telah mengiiala ka1 j1al beli dan mengharamkan riba.”68

Dan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar Nisa/4: 29, sebagai berikut:

/zih/ - G g e a8 Z: ﬂ//ﬂi y % 2o & £ P e -7,
RGN [ Pt (V= NPV VRN KINGSY S e SR g
28 s 855 ge o A 2 =

{,i.-f‘y;r,léa;r‘yv SAIOES L D)

“Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu cuing memakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”®®

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1, sebagai berikut:

%Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan
Penterjemahan/penafsiran Al-Qur’an, 1971), h. 69

%bid., h. 45
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”"°

b. Al-Hadits
Hadis Nabi Saw Riwayat Ibnu Mgah
S Y AR e 06 AL adle 0 Ola LN BT A M) )y ciigla B
Tl Capanlindy 4abe ol ol 5 ), all ¥ ciill il S IS A HE
“Dar1 Snuhaib Radhiyallu anhu bahwa Nabi Saw bersabda,“Tiga hal yang
didalamnya a la berkah : Jual beli tempo, begiradh, dan mencampur
gandum ceng in ~ya’ir untuk makanan dirumah, bukan untuk dijual.” (HR
Ibnu Majah ¢ ~.1gan sanad lemah) "2
c. Fatwa Dewan Syzish Nesiona NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah. 7
Menetapkan: Fatwa tentang m.rabahak,
Pertama : Ketentuan umum murabat ah {ale m bank syariah
1) Bank dan Nasabah harus 1+=!.«u! an akad murabahah yang
bebas riba.
2) Barang yang diperjual belikan tiuak diharamkan oleh

syariah Islam.

lbid., h. 156

“"Muhammad bin Ismail Al-amir As-San’ani, Subul Al-Salam Syarhu Al-Bulug Al-
Maram (Beirut: Dar Al-Fikr,t.t), h. Juzz 111

Muhammad bin Ismail Al-amir As-San’ani, Subul Al-Salam Syarhu Al-Bulug Al-
Maram, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan, dkk., dengan judul subulussalam syarah bulugul
maram (Jakarta: Darussunnah Press, 1998), Cet 1, Jilid 11, h. 511

"SFatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
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3)

4)

5)

7)

8)

9)

Bank membiayai sebagai atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama
bank sendiri, dan pembelian harus harus sah dan bebas dari
riba.

Bank harus menyaipaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan
uang.

3ank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual nila harga beli plus
keuritur.-nn ), dalam kaitan ini bank harus memberikan
secara jujur n7.na nokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang diperlukar:

Nasabah membayar 'arge b rang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu et .2 .u vang telah disepakati.
Untuk mencegah terjadinya p.7,7.ahgunakan atau
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan
perjanjian khusus dengan nasabah.

Jka bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jua beli murabahah

harus dilakukan setelah barang prinsip menjadi milik bank.

K edua : Ketentuan murabahah pada nasabah’™

"4Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nasabah mengagjukan permohonan dan janji pembelian

sesuatu barang atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terjadinya dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan

pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah

dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai janji

yang telah disepakati, karena secara hukum yang mengikat,

«emudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah

untuk er'ayar uang muka saat menandatangani

kesepakatan ad p mesan.

Jika kemudian nasah=". 1 1enolak memebeli barang tersebut.

Biayaril dan harus dik »7ar der gan uang muka tersebut.

Jika uang muka kurang dar: eru jiar vang harus dtanggung

oleh bank, bank memnita keinba. =.a kerugian pada

nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak orbun sebagai alternative

dari uang muka maka:

a Jika nasabah memutuskan uang membeli barang
tersebut iatinggal membayar sisa harga.

b. Jka nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik

bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh
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bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka
tidak  mencukupi, nasabah  wajib  melunas

kekurangannya.

Ketiga : Jaminan pada murabahah™

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius

2)

dengan pesanan.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan

yang dapat dipegang.

Keempat : ‘Ut ing dalam murabahah

1

2)

3)

Secara prinsip, penyesalan utang nasabah dalam transaks
murapans a 1 'ak ada kaitannya dengan transaks lain yang
dilakukan ne '.ah ' 'angan phak ketiga atas barang tersebut,
jika nasabah menii=" <embali barang tersebut dengan
keuntungan kerugiar, 13 etap berkewagjiban untuk
menyel esaikan utangnya keuaua Fank

Jika nasabah menjual barang tersebu <o~ 4um masa agunan
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh
angsurannya.

Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian,
nasabah tetap harus menyelesailkan utangnya sesuai

kesepakatannya awal, ia tidak boleh memperlambat

"SFatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
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pembayaran angsurannya atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.
Kelima : Penundaan pembayaran dalam akad murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan
menuda penyelesaian itu diperhitungkan.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja
atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibanya, maka
penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah
ddak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Be.igkrut dalam murabahah

Jka nsen telah  dinyatakan pailit dan  gagal
menyelesaikan u angrya, bank harus menun da tagihan utang
sampai ia menjadi - scncgun kembali, atau berdasarkan
kesepakatan.

3. Rukun Akad Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenu i salam transaksi ada

beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang
untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan
dan akan memebeli barang.

b. Objek akad, yaitu mabi’i (barang dagangan) dan tsaman (harga)

c. Shigah, yaitu ijab dan gabul.”®

"8Muhammad Syafi’i Antonio, loc.cit



4. Syarat Akad Murabahah
Syarat akad murdbahah yaitu, sebagai berikut:
a.  Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
c. Kontrak harus bebas riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
"sarang sesudah pembelian.
€. P.aal harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembel ar, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
Secara prinsiy, jika syarat dalam (@), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli
memiliki pilihan:”’
1) Melanjutkan pembeliar s.per’ apa adanya
2) Kembali kepada penjual dan m~:.y stakan ketidaksetujuan atas barang
yang dijual,
3) Membatalkan kontrak.
5. Jaminan Pembiayaan Murabahah
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada
bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah.”®Jaminan diperlukan untuk memeperkecil risiko-risiko yang

lbid.,

"8Abdul Ghofur Anshori, op. cit., h. 5
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merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung
pembayaran kembali atas utang yang diterimadari bank.”®
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasiona NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Jaminan dalam Murabahah yaitu, antaralain:
a Jaminan daam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
b. B~ dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat
Jineye,g.80
Kredit tanr. j aminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika
nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian
terhadap kredit yang disasurna.. S baliknya dengan jaminan kredit relatif lebih
aman mengingat setiap kredit ma e ak- " dapat ditutupi oleh jaminan tersebut,
antaralain:
a. Kredit dengan jaminan
1) Jaminan benda berwujud.
Yaitu jaminan dengan barang-barang sey ¢ tanah, bangunan,
kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan,
tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.

2) Jaminan bendatidak berwujud

Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknis
Pembuatan Akad/ Perjanjan Pembiayaan Pada Bank Syariah, op.cit., h. 60

80Abdul Ghofur Anshori, op.cit., h. 175
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Y aitu benda-benda yang dapat jaminan, seperti: sertifikat saham,
sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito,rekening tabungan
yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.

3) Jaminan orang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan
kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut
racet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang
ak~.1 nenggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.
b. Kredit tar,a aminan
Krew.t tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang
diberikan bukan deo.un ‘aminan barang tertentu. Biasanya kredit ini
diberikan untuk perusah @ y-1g memang benar-benar bonafid dan
profesional, sehingga kemungkinar i xdit macet sangat kecil .8
6. Praktik Akad Pembiayaan Murabaha'i
a. Pada setiap permohonan murabahah La.' san!: berketentuan internal
diwgjibkan untuk menerangkan esensi dail p .. ayaan murabahah
serta kondis penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain
meliputi: esensi pembiayaan murabahah sebagai bentuk jual beli antara
bank dan nasabah, definisi dan terminologi, terms and conditions, dan

tata caraimplementasinya.

81K asmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 113
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b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan
pembiayaan murabahah, dan pada formulir tersebut wajib
diinformasikan:

1) Jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli

2) Perkiraan harga barang dimaksud

3) Uang muka yang dimiliki, dan

4" Jangka waktu pembayaran

c. D”'orr memproses permohonan pembiayaan murdbahah dimaksud

bank we'.0 melakukan analisis mengenai:

1) Kelenykapan administrasi yang disyaratkan
a) Aspek nukr i
b) Aspek personal
c) Aspek barang yang akar iy sabelikan, dan
d) Aspek keuangan

2) Bank menyampaikan tanggapar <fac parmohonan  dimaksud
sebagai tanda adanya kesepakatan pra akad.

3) Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai tanda
persetujuan kedua pihak untuk melakukan murabahah .

4) Bank harus melakukan pembelian barang kepada supplier terlebih
dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan.

5) Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening supplier.

6) Pada waktu penandatanganan akad murabahah antara nasabah dan

bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
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9)
h)

i)

Definisi dan esensi pembiayaan murabahah

Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual

Kepemilikan barang oleh bank yang dibuktikan oleh dokumen

pendukung

Hak dan kewajiban nasabah dan bank

Barang yang diperjualbelikan harus merupakan objek nyata

(physical asset)

Harga pembelian dan margin yang disepakati dan tidak dapat

e ubah

Jesigka waktu pembayaran yang disepakati

Jaminan

Kondisi-kondisi *_rter 'u yang mempengaruhi transaksi jual

beli tersebut (terms and ~2: Jitions) antara lain:

(1) Pelarangan penerapan 2uy-Mac < guarantee dalam perjanjian
jual beli

(2) Kontrak murabahah hanya dapat di-r .c.>_dulling, dan

(3) Keadaan ketika seorang akibat tidak ada keinginan untuk
membayar atau ketidakmampuan untuk membayar.

Definisi atas kondisi force mejeur yang dapat dijadikan sebagai

dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian

(dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik, dan
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k) Lembaga yang akan berfungs untuk menyelesaikan
persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi
sengketa.

7) Bank menyerahkan atau mengirimkan barang ke nasabah.

8) Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan
yang diambil dalam rangka reschedulling kewajiban yang belum
terselesaikan.®?

7. Proscs Meruju Penandatanganan Akad Murabahah
Sebelum 7.l murdbahah ditandatangani, biasanya dilakukan proses
sebagai berikut:
a.  Nasabah menentui'= 1 pi'“han atas barang yang dibeli
b. Setelah menentukan *uyu-" pembiayaan, nasabah kemudian
menggukan permohonan koucda  bank  untuk  mendapatkan
pembiayaan tersebut dengan m:iamirk an seluruh persyaratan yang
diminta oleh bank.
c. Bank menganaliss kemampuan nasabali de . .cnentukan skema
pembiayaan mana yang digunakan dalam membiayai tujuan nasabah.
d. Nasabah dapat bertindak selaku kuasa dari bank untuk melakukan
pembelian langsung dari pemasok atau pemilik awal, setelah terlebih
dahulu melakukan negosiasi mengenai harga barang, spesifikasi, cara,

dan tempat pembayaran.

8lbid., h. 237
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C. Fidusia

. Setelah negosias difinalisasi, calon nasabah akan mengajukan
permohonan kepada bank untuk melakukan pengambilalihan aset
dengan mengirim dokumen pemberitahuan pengikatan secara lengkap
beserta surat permohonan nasabah.

Bank melakukan pemeriksaan dokumen apakah sudah memenuhi
persyaratan pendahuluan.

spabila persyaratan pendahuluan sudah terpenuhi bank akan
r 2 oerikan surat persetujuan pengambilalihan aset atau dalam
praktik uicebut offering letter.

. Penandarunganan akad murabahah

Pada saat perianus anc. nan akad murabahah, ditanda tangani juga
sebagai lampiran: Ta . T-+ima Barang dan Surat Permohonan
Pencairan Pembiayaan (SP3).

Pencairan uang murabahah

Pembayaran cicilan harga pembelian.t”

1. Segjarah Fidusa

Latar belakang timbulnya lembaga Fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh

para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang

lembaga pand (gadai) mengandungbanyak kekurangan tidak memenuhi kebutuhan

masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masayarakat hambatan itu

8bid., h. 48

61



a. Adanyaasasinbeztstelling
Asas ini, menyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus berada pada

pemegang gadai, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1152 KUH Perdata. Ini
merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud,
karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk
keperluannya. Terlebih jika benda anggunan tersebut kebetulan merupakan aat
penting uriuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus, truk-truk bagi
perusahacn 2« utan, aat-alat rumah makan, sepeda bagi penarik rekening atau
loper susu dan lur-lain. Mereka itu disamping memerlukan kredit, masih
membutuhkan tetap uapat memakai benda yang dijaminkan untuk alat bekerja.8

b. Gada atassurat-surct Jiut.ng
Kelemahan dalam pelaksanaan gad i as ~urat-surat piutang ini karena :°

1) Tidak adanya ketentuan tentano <o a penarikan dari piutang- piutang
oleh si pemegang hak gadai.

2) Tidak adanya ketentuan mengenai bericuk te (ent'1 bagaimana gadai itu
harus di laksanakan, misalnnya mengenai cara .. r'seritahuan tentang
adanya gadal piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat hutang,
maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam
keadaaan ini berat bagi financial s pemberi gadai menyerahkan diri
sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal ini dianggap tidak

baik dalam dunia perdagangan.

841bid

8lbid., h. 49
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c. Gada kurang memuaskan, karena ketidakpastian berkedudukan sebagai
kreditur terkuat, sebagai mana tampak dalam hal membagi hasil
eksekus, kreditur lain, yaitu pemegang hak privilege dapat
berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai.

Di Indonesia, lembaga Fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18
Agustus 1932 (BPM-Clignet Arrest). Lahirnya Arrest ini karena pengaruh asas
konkordasi - Lahirnya arrest ini di pengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang
mendesar. 04> pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah,
pedagang grosir yaig memerlukan fasilitas kredit untuk usaha-usahannya.
Perkembangan undc.ig-undang Fidusia sangat lambat, karena undang-undang
yang mengatur tentang jamine F dusia baru di undangkan pada tahun 1999,
berkenaan dengan bergulirnya era 'ef orm <. Dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan F ucsa, maka objek Fidusia diberikan
secara luas. Berdasarkan Undang-Undang i# o.iel Jaminan Fidusia dibagi dua
macam, Yyaitu :%

a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupu'., g tidak berwujud.
Terdaftar maupun tidak terdaftar
b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan.
2. Pengertian Fidusia
Fidusamenurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides

yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama

%lbid., h. 50
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dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan
dalamUndang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam terminology Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap
yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) yaitu penyerahan hak milik
secara kepercayaan.

Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of
Ownership. - Pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda ¢ias c.car kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya di-« hkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum
berlakunya Undang- .'.i1dang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
terdapat berbagai pengatur~.i 'aengenai Fidusia diantaranya adalah Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 25,5 tenfang Rumah susun telah memberikan
kedudukan Fidusia sebagai lembage jaminan yang diakui undang-undang.®’

Menurut Undang-Undang nomcr 12 Tahun 1999, pengertian
Fidusaadalah:pengalihan hak kepemilikan = suat*' benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yinr hcek  kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik bend 1.8

Pengertian fidusia pasal 1layat 1Fidusiaadalah : “pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya yang dialihkankan tersebut tetap dalam

penguasaan pemilik benda itu” .8

8’Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

8Menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999.

89pasal 1 ayat 1 undang-undang no 42 tahun 1999



Dr. A.Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan Fidusia adalah :
“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan
adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan
tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secarayuridise-levering dan hanya
dimiliki olen kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan
uang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan
lagi sebagai ~igenaar maupun beztter, melainkan hanya sebagai detentor atau
houder Jan 7.73 nama kreditur- eigenaar”®

Pengertian |-snya : Fidusia menurut asal katanya berasal dari
bahasa Romawi firc £, yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah
yang sudah lama dikenal uo’am bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini
digunakan dalam Undang-uowary Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia. Dalam terminologi Beland~ istilahini sering disebut secara lengkap
yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.=.0) - vaitu penyerahan hak milik
secara kepercayaan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomc¢. .2 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia terdapat berbagai pengaturan .nengenai Fidusia
diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susun telah memberikan kedudukan Fidusia sebagai lembaga jaminan yang
diakui undang-undang. Pada Pasal 12 Undang-Undang tersebut dinyatakan
bahwa, Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda
lainnya yang merupakan satu Kkesatuan dengan tanah tersebut dapat

dijadikan jaminan utang dengan :

%A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987.
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a. dibebani hipotik, jika tanahnya hak milik atau HGB.

b. dibebani Fidusia, jika tanahnya hak pakai atastanah negara.

Hipotik atau Fidusia dapat juga dibebankan atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) beserta rumah susun yangakan dibangun sebagai
jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan rumah susun yang direncanakan di atas tanah yang
bersangkutan dan yang pemberian kreditnya dilakukan secara bertahap

sesuai dngan ¢ daksanaan pembangunan rumah susun tersebut.

Jaminan F.du sia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik
yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang- piutang
antara debitur dan krediv'/. . aminan Fidusia diberikan oleh debitur
kepada kreditur untuk menjanis, p.'unasan hutangnya. Jaminan Fidusia
diatur dalam Undang-undang. Jaminan Fiu.sia ini memberikan kedudukan
yang diutamakan privilege kepada pereriria =idusia terhadap kreditor

lainnya.®t

Dari definis yang diberikan jelas bagi kita be w a Fidusia dibedakan
dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan
hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan
dalam bentuk Fidusia. Sebelum keluar UU. No 42 tahun 1999 yang menjadi
objek jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda

dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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bermotor dengan keluarnya UU No. 42 tahun 1999 maka objek jaminan

Fidusia diberikan pengertian yang luas.

Pengertian Fidusia sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia adalah :

a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yanghakkepemilikannyadialihkan
ter ebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

b. Jamiran Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujuc mi urun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan vang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksid calam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggu «gar. Yang tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai aguncn oani pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan yang di itamakan kepada Penerima
Fidusia terhadap kreditor lainnya.

c. Jaminan Fidusia merupakan jaminan perseorinc.an, dimana antara
Pemberi Fidusa dan Penerima Fidusia saing memberikan
kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada
Penerima Fidusia, nhamun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki
objek yang menjadi jaminan Fidusia tersebut yang diserahkan oleh
Pemberi Fidusia, sehingga jaminan Fidusia merupakan suatu teori
jaminan. Fidusia digunakan untuk benda bergerak maupun tidak

bergerak. Jaminan Fidusia lahir karena pada prakteknya ada hal-ha
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yang tidak dapat terakomodasi dengan “hipotik” dan “gadai”,

misalnya sgja dari bidang-bidang usaha seperti rumah makan, kafe, dan

lain-lain.  Sedangkan untuk benda tidak bergerak, yang menjadi
objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan
3. Fungs Jaminan Fidusia

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik
debitur atu pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi
wanprestes * " adap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas
tidak hanya hart7 yang ditanggungkan sgja, melainkan hal-hal lain seperti
kemampuan hidup tsaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini,
diperlukan kemampuan aralis’s dar’ officer pembiayaan untuk menganalisa circle
live usaha debitur serta penambat a7, ke akinan atas kemampuan debitur untuk
mengembalikan pembiayaan yang telah v xikan berdasarkan prinsip-prinsip
syariah.%

Jaminan dalam pembiayaan memilki dia furgsi-vaitu Pertama, untuk
pembayaran hutang seandainya terjadi waprestas atas pilh .« ¥ 4iga yaitu dengan
jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari
fungs pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan
diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh
melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Jaminan secara umum berfungs sebagai jaminan  pelunasan

kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan

%Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 281
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prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateriil yang
berfungs sebagai first way out. Dengan jaminan immateriil tersebut dapat
diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga
memperoleh pendapatan (revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang
diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (materiil)
berfungsi sebagai second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan
penjualan/e’ sekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi
kewajiba v~ r.dalui first way out.9

Menurut Prur soebekti jaminan yanng bai dapat dilihat dari ;%

a  Dapat r.embantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga,
b. Tidak melemarkan potenss pihak ketiga untuk menerima
pembiayaan guna mer erusk+ 1 usahanya,

Dalam hukum islam berkaitan dencz. ,aminan utang dikenal dengan dua
istilah yaitu kafalah dan rahn. Kafalah ¢Jdlax jominan yang diberikan oleh
penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk mar.2nhi ewajiban pihak kedua
atau yang ditanggung (makful’anhu). Menurut bank Ind i, kafalah adalah
akad pemberian jaminan (makful ‘alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak
lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu

hutang yang menjadi hak penerima jaminan (makful).

©prof Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah
(Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 44.

%Prof Soebekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia
(Bandung : Alumni, 2001), h. 29.
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Sedangkan rahn menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs, yaitu
penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah
terkurung atau terjerat.®® Secaraistilah yaitu, menjadikan barang yang mempunyai
nilai harta menurut garan issam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang
bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang
itu. Menurut Dewan Syariah Nasional, Rahn yaitu menahan barang sebagai
jaminan at7> hutang.®® Sedangkan menurut Bank Indonesia, Rahn adalah akad
penyerahon borng/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau
seluruh utang.

Jaminan yaryg diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna
mengetahui seberapa besar ni'#. b7 ta yang dijaminkan. Penilaian atau appraisal
didefinisikan sebagai proses meng 1i*uno atau mengestimasi nilai harta jaminan.
Proses dalam memberikan suatu estimasi ~u sarkan pada niali ekonomis suatu
harta jaminan baik dalam bentuk properti )=ransai<an hasil analisa fakta-fakta
obkjektif dan relevan dengan menggunakan metoue yar J bevlaku.

Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tigayaitu :
a. Tangible ( berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dil
b. intangible (tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang,
Hak ciptadll
c. Surat-surat berharga.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal yaitu :

%Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h. 105.

%Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/111/2002.
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Nilai pasar (Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat
diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada
tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang
berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya
diakukan secara layak diama kedua belah pihak masing-masing
mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan.

Nil7" baru (Reproduction) adalah nilai baru atau baya penggantian baru
audlak perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan
pembangur ./ penfgantian properti baru yang meliputi baiaya, upah buruh
dan biaya-biaya lain yang terkait.

Nilai Wajar (Depreciatad Replacement Cost) adalah perkiraan jumlah
uang yang diperoleh dari p7.nit ngan biaya reproduksi baru dikurangi
biaya penyusutan yang terjadi Yz.cia kerusakan fisik, kemunduran
ekonomis dan fungsional

Nilai Asurans adalah nilai perkiraan ju.qich Jan? yang diperoleh dari
perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-oag ... r.operti yang perlu
diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik

Nilai Likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi
jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa
menjual.

Nilai buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalan pembukuan yang
dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai

aktiva
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Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik
khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan,
melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu:®’

a.  Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga
tidak sampai melakukan banting harga.

b. Ascertainably of value yakni jaminan harus memiliki standar harga
terte itu.

c. SQohil o of value yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga
atau tidak r.er Jrun nilainya.

d. Transferabili.y yaitu harta yang dijaminkan mudah dipindah tangankan
baik secrafisk maupujuri''is

e. Secured yakni barang yan¢ ¢ jam nkan dapat diadakan pengikatan secara
yuridis formal sesuai dengan huk':ur1 dan perundang-undangan yang
berlaku apabilaterjadi wanprestasi.

Selanjutnya Jaminan akan diikat denge.r u'un pengikatan. Hal ini
mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)No0.4 2%#’' JPPK/PK tanggal
16 Maret 1972 disebutkan untuk benda-benda yang tidak bergerak memakai
lembaga jaminan hipotik, Hak Tanggungan dan Fidusia.

Hipotik adalah hak kebendaan atas benda tetap tertentu milik orang lain
yang secara khusus diperikatkan untuk memberikan suatu tagihan, hak untuk
didahulukakn di dalam mengambil pelunasan eksekusi atas barang tersebut. Dasar

hukum pengikatan ini adalah kitab undang-Undang Hukum perdata pasal 1162.

9Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia (Y ogyakarta: Andi,2003), h. 58
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Pengikatan/Hipotik akibat perikatan pokok dapat berakir apabila, Pertama
karena pembayaran, Kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan
penyimpanan dan penitipan, Ketiga pembaruan hutang, Keempat penjumpaan
hutang atau kompensasi, Kelima pencampuran hutang, Keenam pembebasan
hutang, Ketujuh musnahnya barang yang terhutang, Kedelapan pembatalan,
Kesembilan berlakunya suatu syarat batal, Kesepuluh lewat batas waktu.

Har.snya Hipotik akibat perikatan pokok dilakukan oleh kantor
pertanahe 2 57 permintaan debitur yang biasa disebut dengan Roya. Selain itu
Hipotik dapat berak r bila penetapan hakim dan pelepasan hipotik oleh s
penghutang.

Sedangkan hak taigg.r gar adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan
hutang tertentu, yang memberikan k_dur"kan yang diutamakan kepada kreditur
terhadap kreditur-kreditur lain. Hak tangon=y4c 1 memberikan hak preference pada
pemegang terhadap krediturnya yang lain y itu Jdiut imakan dalam pengembalian
hutangnya dari penjualan barang harta jamina. yary “lelang. Dasar hukum
pengikatan ini adalah UU no 4 tahun 1996 tangal 9 ap'.. 1796 mengena hak
tanggungan.

Hapusnya hak tanggungan sesuai dengan pasal 18 Undang-undang hak
tanggungan yaitu :

a  Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
b. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemagang hak tanggungan
c. Pembersihan Hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh

ketua pengadilan negeri
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d. Hapusnya hak tanah yang dibebani oleh hak tanggungan.
4. Sifat Jaminan Fidusia
Dalam Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia juga secara tegas
menyatakan bahwa jaminan Fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu
perjanjian pokok yang menimbulkan kewgjiban bagi para pihak untuk memenuhi
suatu prestas yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak
berbuat serdatu yang dapat dinilai dengan uang.%®Sebagai suatu perjanjian
assesoir, peri<,».an jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut:
a. Sifat ketercunt ungan terhadap perjanjian pokok.
b. Keabsahannyu, semata-mata ditentukan oleh sab tidaknya perjanjian
pokok.
Cc. Sebagai perjanjian bersyirs., 1aka hanya dapat dilaksanakan jika
ketentuan yang disyaratkan dalam xjanjian pokok tefah atau tidak

dipenuhi.

5. Objek dan subjek L embaga Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia maka menjadi objek
jaminan. Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan
(inventory). Benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Tetapi dengan berlakunya undang-undang Fidusia, maka objek jaminan Fidusia

%pasal 4 Undang-undang No 42 tentang Jaminan Fidusia
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diberikan pengertian yang luas : berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang
Fidusia®, Objek jaminan Fidusia dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. Bendabergerak ; baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
Semua benda bergerak dapat dijaminkan dengan jaminan. Kendaraan,
bermotor, barang-barang persediaan, hasil tanaman dan lainnya
Sedangkan barang bergerak tidak berwujud contohnya adalah
piut-.ig/tagihan.

b. Bundz i uak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungar: E angunan yang tidak dibebani tanggungan disini maksudnya
adalah bangu.ian yang berdiri di atas tanah yang bukan tanah hak milik
hak guna bangunai a1 h?' pakal atas tanah negara. Sebagai contohnya
yaitu bangunan seperti gedr ny, ya a1 berdiri di atas tanah milik orang lain,
dimana gedung tersebut dijaminkar, «<an tetapi tanahnya tidak, karena
gadai, hipotik dan hak tanggungar tiook Hisa menampung kebutuhan
jaminan untuk itu, maka Fidusia bisa men,aai ie an '“eluarnya.

Salah satu syarat penting lainnya adalah bahwa ber .. +ang menjadi objek
jaminan Fidusia harus bisa dimiliki dan dapat dialihkan. Menurut Pasal 7 Undang-
Undang Fidusia, jaminan Fidusia dapat digunakan untuk menjamin pelunasan
utang baik yang sudah ada maupun yang akan ada, baik yang jumlahnya sudah
ditentukan maupun yang pada saat eksekus nantinya dapat ditentukan.K etentuan
dalam Pasal 7 Undang-Undang Fidusia, dimaksudkan untuk menampung praktek

yang selama ini banyak muncul, yaitu kredit-kredit yang menggunakan rekening

9pasal 1 angka 2 undang-undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia
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Koran.l® Ketika pemberian jaminan Fidusia diberikan utang-utang tersebut
belum ada, tetapi telah diperjanjikan. Jadi, induk yang akan melahirkan utang itu
sudah ada, tetapi utangnya belum ada.

Pasal 9 Undang-undang Fidusia mengatakan bahwa : Jaminan Fidusia
dapat diberikan terhadap 1 (satu) atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk
piutang, baik yang telah ada ada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh
kemudian.

Dari 1 # ntuan tersebut dapat diketahui, bahwa objek jaminan Fidusia bisa
hanya berupa sati* o-nda atau lebih dari satu benda, misalnya lima kendaraan
bermotor. Benda jaiinan itu bida merupakan benda tertentu atau disebutkan
berdasarkan jenis, seperti Kopi ok usia A, beras Cianjur. Objek jaminan Fidusia
juga dapat berupa benda bergeral *.dak berwujud seperti piutang/tagihan baik
yang sudah ada maupun yang akan aua. Sel~Z1.tu untuk rnenghindarkan kesulitan
dan keruwetan dikemudian hari, daam Pas .0 Undang-undang Fidusia
ditetapkan bahwa jaminan Fidusia juga meliputi 1.as! ¢ ari henda jaminan Fidusia
dan juga klaim asuransi. Sebelum berlakunya UU No. < .ahun 1999, yang
menjadi objek jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda
dalam persediaan, benda dagangan, piutang, Peralatan mesin dan kendaraan

bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1499, yang dapat menjadi

100\ enurut Mariam Darus Badruizaman dalam bukunya, Perjanjian Kredit Bank, Cet. 5
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 47, Rekening Koran artinya perhitungan pos debet dan
kredit. Di dalam rekeningn Koran bank, pihak bank membukukan perhitungnan harian tentang
pengambilan dan setoran dari pemegang rekening Koran, dalam buku tertentu. Dan dari hubungan
rekening Koran ini ditentukan saldo yang dapat ditagih. Sedangkan Johanes lbrahim dalam
bukunya, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Komsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank
(Prespektif Hukum dan Ekonomi), Bandung: Mandar Maju, 2004, ha. 73 memberikan defenis
Rekening Korang adalah fasilitas yang diberikan dengan menggunakan saranan pifiata hukum
berupa rekening Koran
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objek jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 4, Pasal 10 dan Pasal 20 UU No.
42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan objek Fidusia
adalah!oL:

a. Bendayang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;

b. Dapat berupa benda berwujud;

c. Benda berwujud termasuk piutang;

d. Benda bergerak

v rada tidak bergerak yang tidak dapai diikat dengan Hak

Tanor,dr gan ataupun hipotek.;

f. Balk be.idayang ada ataupun akan diperoleh kemudian,

g. Dapat atas sausctl an’ nis benda;

h. Dapat juga ataslebih lr"/ s3- 1an jenis benda;

i. Termasuk hasil dari bendayars v enjadi objek jaminan Fidusia;

j. Bendapersediaan.

Bangunan yang tidak dapat dibebani dengan he < texggungan disini dalam
kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur ¢ .. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan yang dapat menjadi pemberi
Fidusia adalah arang perorang atau koperas pemilik benda yang menjadi objek
jaminan Fidusia, sedangkan penerima Fidusia adalah orang-orang atau perorangan
yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin pendaftaran jaminan
Fidusia.

6. ProsesTerjadinya Lembaga Jaminan Fidusia

0IMunic Fuady, Op. cit, h. 23
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Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai,

hipotik, atau jaminan Fidusia, maka perjanjian Fidusia juga merupakan perjanjian

assessoir (perjanjian ikatan). Maksudnya adalah perjanjian assessoir ini tidak

mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang

merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.%?

Ada beberapa tahapan formal yang melekat dalam jaminan Fidusia, di

antarany-. adala-1%;

a

b.

1 ahapar nembebanan dengan pengikatan dalam suatu akta notaris.
Tahapar: »endaftaran atas benda yang telah dibebani tersebut oleh
penerima Fidusi~, wasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran
Fidusia, dengan r i ar ipirlan pernyataan pendaftaran.

Tahapan administras, yai’d pencatatan jaminan Fidusia dalam buku
daftar Fidusia pada tanggal yorg s=ma dengan tanggal penerimaan
permohonan pendaftaran.

Lahirnya jaminan Fidusia yaitu pada ‘ar_gal yang sama dengan

tanggal dicatatnyajaminan Fidusia dalam bu:.1* daftar Fidusia.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta

notaris dalam Bahasa Indonesia Yang merupakan akta jaminan Fidusia. Dalam

akta jaminan Fidusia selain dicantumkan hari tanggal, juga dicantumkan

102Munir Fuady, Op. cit. h. 19

103Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2003), h. 417
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mengenai (jam) pembuatan akta tersebut. Akta jaminan Fidusia sekurang-
kurangnya memuat':
a. ldentitas pihak pemberi dan penerima Fidusia
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau
tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan,
dan pekerjaan.
b. D#.a perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, yaitu mengenai macam
peri~,»”an dan utang yang dijamin dengan Fidusia.
c. Uraian me.i¢ 2nai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia
Uraian mei.genai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia cukup
dilakukan denga e gic ntifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan
mengenal surat bukti keyerlik mnya jika benda selalu berubah-ubah
seperti benda dalam persediaan irwuslah disebutkan tentang jenis,
merek, dan kualitas dari benda terse 2'it.
d. Nila penjaminan
e. Nilai bendayang menjadi objek jaminan Fidusia.

Akta jaminan Fidusia harus dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang
berwenang. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan
akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang
dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para
pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang Jaminan Fidusia

menetapkan perjanjian Fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

104Gunawan Widjajadan Ahmad Y ani, Op. cit, h. 142
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Hutang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan Fidusia
adalah!%:

a. Hutang yang telah ada

b. Hutang yang akan ada dikemudian hari, tetapi telah diperjanjian dan
jumlahnya sudah tertentu.

c. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekus
berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban
r.dk dipenuhi. Misalnya, hutang kemudian

Pasal 8 Urueig-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :"Jaminan
Fidusia dapat diberian kepada lebih dari satu penerima Fidusia atau kepada
kuasa atau wakil dari penerima ’-id sia."™

Kuasa adalah orang yang 1 w.ida 4 kuasa khusus dari penerima Fidusia
untuk mewakili kepentingannya dalam pen<:ii 1aan jaminan Fidusia dari pemberi
Fidusia. Sedangkan yang dimaksud deng < viaki adalah orang yang secara
hukum dianggap sebagai mewakili penerima Ficusia r.ala™m penerimaan jaminan
Fidusia, misalnya Wali Amanat dalam mewakili kependng .~ ,*.negang obligasi.

Pasal angka | Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa :
"Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda,
termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jarninan diberikan maupun yang
diperoleh kemudian”.

Hal ini berarti benda tersebut demi hukum akad dibebani dengan jaminan

Fidusia pada saat tenda tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan

105Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 7
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tersendiri.Khusus rnengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi
objekjaminan Fidusia. Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan
bahwa kecuali diperjanjikan lain :
a Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek.
Jaminan Fidusia.
b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang
menjadi objek jaminan Fidusia diasuransikan.

Kater’ . tentang adanya kewagjiban pendaftaran jaminan Fidusia dapat
dikatakan merupak an tercbosan yangp penting, rnengingat bahwa pada umumnya
objek jaminan Fidus.a adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit
mengetahui sigpa pemilikiiva. 7 ‘errnosan ini akan lebih bermakna jika dikaitkan
dengan ketentuan Pasal 1377 KUH Furde 2 yang menyatakan bahwa barang siapa
yang menguasai benda bergerak, miaka i~ c¢an dianggap sebagai pemiliknya
(bezitgelds als volkomen title). Untuk men .ren ‘an kepastian hukum, Pasal 11
Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan ba wve i7. miran Fidusia didaftarkan
pada kantor pendaftaran Fidusia yang terletak di Indoriesic << vajiban ini bahkan
tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan Fidusia berada

di luar Wilayah negara Republik Indonesia.

7. Hapusnya Lembaga Jaminan Fidusia
Apabila terjadi hal-hal tertentu maka jaminan Fidusia demi hukum dianggap

telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah'®® :

108|_jhat Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.
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a Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusial®’.
b. Pelepasan hakatas jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia'®.
c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan Fidusia'®.

Hapusnya jaminan Fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan
jaminan Fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian assessoir. Jadi
perjanjain hutang piutangnya tersebut hapus karena sebab apapun maka jaminan
Fidusia ter~cbut menjadi hapus pula. Sementara itu hapusnya jaminan Fidusia
karena pe'en-.+.1 hak atas jaminan Fidusia oleh penerima jaminan Fidusia adalah
waa karena <oueja - pihak yang mempunyai hak itu bebas untuk
mempertahankan ataupun melepaskan haknya tersebuit.

Hapusnya jaminari F.dsi? karena musnahnya barang jaminan Fidusia
tersebut dapat dibenarkan karenati I°'. a0 manfaat lagi Fidusia itu dipertahankan,
jika barang objek jaminan Fidusia itu sudab i 2k ada akan tetapi jika ada asurans

maka hal tersebut menjadi hak dari penerim:. Fic 1si¢ tersebut harus membuktikan

107Bahwa jaminan Fidusia berakhir dengan hutang yang dijé ni*. dengan Fidusia hapus

adalah konsekuensi logis dari sifat jamian Fidusia sebagw perjanjian yang bersifat
accessoir (Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999). Kata “Hutang” disini diartikan sesuai dengan Pasal 3
UU No. 42, yang pada asasnya hias berupa prestas apa sgja sesual ketentuan Pasal 1234 KUH
Perdata, dinyatakan atau bisa dinyatakan dalam sejumlah uang. Jadi bila kewajiban prestasinya
dalam perikatan pokok hapus, maka jaminan Fidusia yang diberikan untuk menjamin kewajiban
tersebut dengan sendirinya turut hapus. Karena hapusnya terhadi demi hukum, maka pada asasnya
dengan hapusnya perikatan pokok, Fidusiaitu hapus tanpa pemberi Fidusia harus berbuat apa-apa,
bahkan termasuk seandainya pemberi Fidusia tidak mengetahuai akan hapusnya perikatan pokok
tersebut.

1%8Dasar yang keuda disebutkan, pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima
Fidusia. Hak jaminan yang diberikan kepada kreditor penerima Fidusia yang memperjanjikan hak
tersebut karena jaminan Fidusia memberikan hak-hak tertentu untuk kepentingan penerima
Fidusia, maka diberikan keluasan kepada pemilik hak untuk menggunakan atau tidak. Dengan
demikian, bahwa hak untuk melepaskan hak jaminan Fidusia adalah kreditor penerima Fidusia.

19Munir Fuady, Op. cit. h. 304
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bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jamiman Fidusia tersebut adalah
diluar dari kesalahannya'?®,

Prosedur yang harus ditempuh jika Jaminan Fidusia tersebut hapus, yakni
dengan melakukan pencoretam (Roya) pencatatan jaminan Fidusia tersebut di
kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Pendaffaran. Fidusia menerbitkan surat
keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan Fidusia tersebut
tidakberlak’. lagi, dalam hal ini dilakukan pencoretan jaminan Fidusia tersebut
dari Dafter F¥ o .3a yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia'!.

8. Eksekus Lemoeja.laminan Fidusia

Sebelum adunya UU No. 42 Tahun 1999, eksekusi barang bergerak yang
diikat dengan Fidusi2  urumnnya tidak dilakukan melalui lelang
tetapiditandatangani oleh pemi 1), o rann jaminan atau debitor'?,

UU No. 42 tahun 1999 jug ' .neriniti cara eksekusi barang jaminan yang
digunakan oleh Undang-Undang Hak T=.gur.gan yaitu melalui penjualan barang

jaminan secara lelang dan penjualan dibaw ih (angan. namun berbeda dengan

H0K etentuan ini sejalan dengan Pasal 1444 KUH Perdate. yang menyatakan bahwa
“Jikahilang. Sedemikan rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu musnah atau
hilang diluar salahnya si berhutang dan sebelumnya dial alai menyerahkannya.” Kalau
diterapkan pada perjanjian Fidusia, maka perjanjian pemberian Fidusia ini dengan sendirinya
menjadi hapus. Ini sesuai dengan ketentuan Pasalh 25 © UU No. 42 Tahun 1999. Ketentuan Pasal
1444 KUH Perdata |ebih luas jangkauannya, karena perikatan tidak luasnya hapus, kalau objeknya
musnah tetapi juga kalau objeknya hilang atau tidak dapat diperdagangkan lagi. Dengan demikian
ketentuan Pasal 25 © dimaksudkan adalah bahwa jaminan Fidusia yang hapus adalah jaminan
Fidusia atas benda jaminan yang musnah sgja, benda yang musnah merupakan bagian dari
sekelompoka benda jaminan Fidusia, maka untuk benda-benda jaminan selebihnya yang tidak
musnah tetap berlaku. Lihat J. Sartrio, Op. cit, h. 304

11Sglim, Op. cit, h. 89-90
2Bachtiar Sabarani, Aspek Hukkum Eksekusi Jaminan Fidusial”. (Makalah

disampaikan pada Seminar Sosialisas Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia,
(Jakarta: 9-10 Mei 2000), h. 17
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eksekus hak atas tanah maka eksekusi Jaminan Fidusia hanya mengenal tiga cara,
yaknil®3:

a Pelaksanaan titel eksekutorial, yang mempunyai kekuatan sama
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum
tetap.

b. Penjualan yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan
penerima Fidusa sendiri melalui persidangan umum serta
“.ngambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjrueh di bawah tangan yang berdasarkan kesepakatan pemberi
dan pei.<rima Fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga
tertinggi yany mar gur:ungkan para pihak.

9. Eksekus Jaminan Fidusia D » jan arate Eksekusi
Pengertian parate eksekusi analah ™.+ pakan keuenangan yang diberikan
oleh Undang-Undang kepada kreditor untu'.-me'ak ;anakan sendiri secara paksa
ini perjanjian apabila debitor wanprestasi atau cicaa @ fi.
Pelaksanaan atas hak eksekusi dengan parae € ci«<.3 oleh penerima
Fidusia mengandung dua persyaratan, yaknit#:
a. Debitor ciderajanji
b. Telah ada sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan "Demi

Keadilan berdasarkan KeTuhan Yang MahaEsa".

113K etentuan tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Fidusia

114&glim, Op. cit, H. 90-91



Eksekusi ini dilaksanakan oleh pemegang Fidusia, sebab eksekusi ini tidak
dilaksanakan melalui atau berdasarkan bantuan maupun ikut campurnya
Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan Kantor Lelana Negara atau
melalui balai-balai lelang swasta jika kreditnya bukan bank swasta.

Parate eksekusi ini tidak di dasarkan atas title atau judul eksekutorial, yang
pelaksanaannya didasarkan atas Pasal 224 HIR/258 Rbg melainkan didasarkan
Pasal 15 av-« 3juncto Pasal 29 ayat | huruf (b) UU No. 42 Tahun 1999. Kemudian
dalam a7 @aan eksekusi jaminan Fidusia juga dikenal dalam gadai
sebagaimana diatur di lam Pasal 1155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hak
Tanggungan sebaga.iana diatur dalan Pasal 6 Juncto Pasal2 Hak Tanggungan
diatur dalam Pasal 1178 KitaL | nd- 1g-undang Hukum Perdata'®®.

Ketentuan Pasal 29 UU Nr).+2 1 hun 1999 merupakan pelaksanaan dari
Pasal 15 ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999. Ar. ia kreditor melaksanakan eksekusi
berdasarkan kekuasaan sendiri dengan me.iuea. b nda objek jaminan Fidusia
maka berdasarkan parate eksekusi dan mengamb:: jc'a' se’ain melalui grosse akt
sebagaimana diatur dalam Pasal 244 HJR. Pelaksariaan ©ur «e eksekus tidak
melibatkan pengadilan maupun juru sita. Kalau terpenuhi syarat Pasal 29 ayat 1
huruf (b) UU No. 42 Tahun 1999, Kreditor dapat langsung menghubungi juru
lelang atau pejabat lelang dan mengajukan permohonan agar barang yang menjadi

objek jaminan Fidusia tersebut disita. Oleh karena dilaksanakan tanpa melibatkan

USArie S, Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah
(Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006), hal 235. Dijelaskan lebih lanjut bahwa
ketentuan eksekus jamian Fidusia me-“recaptie” ketentuan-ketentuan eksekusi Hak Tanggungan
daam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang UUHT dijelaskan secara logis bahwa eksekusi hak
anggungan berdasarkan kekuatan aksekutorial dari sertifikat hak tanggungan yang menggunakan
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui
(RIB/HIR)dan Pasal 258 Regelemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
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pihak pengadilan maupun juru sita, maka kreditor sudah tentu memikul resiko,
bahwa ia melaksanakan haknya secara keliru. Dengan akibat kreditor memikul
resiko tuntutan ganti rugi, dari pemberian Fidusia.

Adanya keputusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pdt/1984 tertanggal
30 Januari 1986 dan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan yang mengatakan untuk menjaga penyalahgunaan, maka
penjualan 'dang, juga berdasarkau Pasa 1178 KUH Perdata, seladu baru
dilaksanaran <daelah ada izin dari ketua Pengadilan, dapat juga sangat
mempengaruhi.

Berdasarkan penegasan hak parate eksekus dalam Pasal 15 ayat (3) juncto
Pasal 2 9 ayat (1) huruf b JU Fo. "2 tabun 1999, untuk selanjutnya pelaksanaan
parate eksekusi tidak mendapat har ik an 'agi dan yang penting lagi adalah bahwa
juru lelang tidak takut lagi untuk meneauhi permintaan kreditor untuk
mel aksanakan |elang berdasarkan kewenang « seert itu.

Pel aksanaan parate eksekusi dapat mengui angti '.rec't rnacet, karena parate
eksekusi merupakan salah satu cara untuk melunasi kredr ., g terhutang tanpa
melalui pengadilan, dan dengan demikian akan mengurangi perkara di pengadilan.

Penjualan melalui pelelangan umum pada dasarnya menjanjikan prospek
jual yang lebih baik karena akan ada banyak penawaran. Namun tidak selalu
demikian halnya dengan lelang eksekusi yang mengandung faktor terdesak,
penjualan dan pembeli tidak pada posis yang seimbang. Penjualan melalui lelang
ini biasanya jauh dibawah nilai harga jual dipasaran yang sangat merugikan pihak

debitor dan kreditor, karena adanya nilai likuidasi. Sejalan dengan perkembangan
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pembangunan dan teknologi, maka barang yang menjadi objek lelang juga telah
atau perusahaan jasa penilai pada waktu belakangan ini rnenjadi suatu kebutuhan
yang penting dalam menetapkan harga limit terendah barang yang akan dilelang.

Kebutuhan akan jasa penilai ini menjadi sangat penting pada lelang
eksekus karena sangat terkait dengan rasa keadilan. dan kepastian hukum.

10. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dengan Penjualan di Bawah Tangan

Ap~ila menurut perkiraan penjudan secara lelang tidak akan
menghasi'kar rarga tertinggi, undang-undang Fidusia menetapkan pengecualian
yaitu dapat dijual uit awah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf e. ketentuan ur.Jang-undang menetapkan persyaratan sebagai berikut :

a Penjualan terseu:t dil- kukan atas dasar kesepakatan antara pemberi
dengan penerima Fidi 9 .

b. Pelaksanaan penjualan uilakuhz setelah lewat waktu 1 (satu) bulan
sgjak diberi tahukan secara ter clis nle debitor kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.

c. Telah diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) s v '.abar yang beredar
di daerah yang bersangkutan.

Dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia
kebanyakan dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. Cara penyelesaian ini
lebih menguntungkan debitor/pemberi Fidusia dan kreditor, sebab penyelesaian
bisa lebih cepat dan biaya-biaya jauh lebih ringan, seperti biaya perkara, dan bea
lelang tidak dikenakan dengan cara ini. Dengan penjualan dibawah tangan ini

dapat diharapkan harga akan mencapai nilai yang sewajarnya, sehingga piutang
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kreditor dapat dilunasi dan apabila masih tersisa dari harga jual itu maka sisa

pembayaran akan menjadi milik debitor.
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BAB |11

PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN PADA AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI INDONESIA MENURUT KONSEP
HUKUM INDONESIA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Penggunaan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan murabahah pada
per bankan syariah

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai prinsip yang jelas
dalam m 2nyal’ .»an dananya. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah
harus memiliki suat’. embaga jaminan yang dapat menguatkan kedudukan Bank
Syariah dalam memy . oleh kembali atas dana yang telah disalurkan. Pembiayaan
Al-Murabahah merupakar e satu penyaluran dana yang dilakukan Bank
Syariah yang berasal dari Debi "1ni nci. o116

Debt Financing yang termasuk dalam objek cakupannya adalah barang
dengan barang, uang dengan barang, barang Jer jai. uang dan uang dengan uang.
Objek barang dengan barang dan uang dengc: 17wy tidak dimasukkan dalam
penyaluran dana pada Bank Syariah karena kedua o'je'< it 1_menimbulka riba
fadhal dan riba nasi’ah, jadi yang termasuk dalam debt finuncing yang dilakukan
oleh Bank Syariah dalam menyalurkan dana dengan halal dan menghindari riba
adalah dalam bentuk barang dengan uang dan uang dengan barang.

1. Pembiayaan Al-Murabahah

116 Debt Financing merupakan salah satu kategori penyaluran dana dalam Perbankan
Syariah dan bentuk lainnya dari bentuk kategori penyaluran dana Bank Syariah adalah equlity
Financing
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Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara
jua beli. Dalam Islam melarang riba dan menghalalkan jual beli sebagaimana
yang terkandung dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Bagarah ayat 275, “dan Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Begitu juga yang diriwayatkan oleh ibnu magah dalam hadistnya yang
berbunyi: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak
bergerak, Fuk yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari,
menjadi wono7,.gan untuk segala perikatan perseorangan”. 1’

Transaksi mv, aljahah biasa digunakan pada masa Rasullah S.A.W. dan para
sahabat.

Bahwa transaksi murabat ah ! =rarti suatu penjualan barang seharga barang
tersebut ditambah keuntungan y7.1ig isepakati. Menurut Udovitch yang
menyatakan bahwa Murabahah adalan bent'*!.' Jal beli dengan komisi.*8

Bank Syariah pada umumnya menge /ops m Jrabahah untuk memberikan
pembiayaan jangka pendek kepada nasabah gur.a peribel‘an barang. Ciri dasar
kontrak murabahah (sebagai jua beli dengan pembayarar Li>.a) adalah sebagai

berikut ;119

17 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah:
Konsep, Produk dan Implementasi Operasional (Djambatan: Jakarta, 2003), h. 66.

118 Abdullah Saeed, menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum
Neo-Revivalis, (Islamic Banking And Interest : A Sudy of Riba And Its Contemporary
Interpretation) Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119.

119 1bid, h. 120.
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a. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait, harga asli barang
dan batas laba (mark up) yang ditetapkan dalam persentase dari total harga
plus dan biaya-biayanya.

b. Apayang dijua merupakan barang komoditas dan dibayar dengan uang.

c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjua® dan
penjual harus mampu menyerahkan barang pada pembeli.

d. Pemrlayaran ditangguhkan.

Pcda orijanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang
dibutuhkan oleh n=sa'yahnya dengan membelikan barang itu dari pemasok barang
dan kemudian menjudnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu
keuntungan, dengan kata leir, ponjualan barang oleh bank kepada nasabah
dilakukan atas dasar cost-plus profi 1™

Dalam murabahah, penjual harus m<. deritahukan harga produk yang ia
beli dan menentukan suatu keuntungan se'yage te nbahan. Dengan melakukan
transaks dengan Bank Syariah, maka nasabah dopa: nel@-ukan jual beli dengan
pembayaran tangguh atau diangsur, tetapi pada umumiriya <. .ayaan murabahah
dilakukan dengan pembayaran yang diangsur.

Daam pelaksanaan transaksi murabahah, bank membelikan terlebih
dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah pada supplier yang ditunjuk oleh

nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang berdasarkan

120 Tetapi apabila “barang belum dimiliki” oleh penjual maka dapat dilakukan murabahah
kepada pemesan pembeli (murabahah KPP), mengenai murabahah KPP akan dijelaskan
selanjutnya.

21 gytan Remy Sjahdeini, Perbankan Isam Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia (Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 1999), h. 64.
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kesepakatan bank dengan nasabah dan nasabah membayar dengan sekaligus
maupun dengan mengangsur.

Pembiayaan murabahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi
oleh bank maupun nasabah. Adapun rukun dalam melakukan pembiayaan
murabahah adalah sebagai berikut :122

a. Pihak yang melakukan akad
") Penjua
2 Tembeli
b. Objek yanc di’ akukan akad
1) Barary yang diperjuabelikan
2) Harga
c. Akad
1) Serah
2) Terima

Walaupun sudah terpenuhi rukunnya tetas df K memenuhi syarat-syarat
dari tiap rukun tersebut, maka rukun tersebut tidak sah. Ad' gur syarat-syarat yang
diharuskan dalam rukun tersebut adalah sebagai berikut :123

a. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, suka rela (ridha), tidak
dalam keadaan terpaksa/dipaksa/dibawah tekanan.
b. Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan/dilarang,

bermanfaat, penyerahannya dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan,

122 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Op. Cit., h. 77.

123 |bid.
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merupakan hak milik penuh dari pihak yang berakad, sesuai dengan
spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

Akad dalam pembiayaan murabahah harus jelas dan menyebutkan secara
spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, serah terima harus
selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak
boleh memasukan klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan
tran“.aks pada kejadian yang akan datang dan dalam akad tidak membatasi
woktiv,salnya jual barang ini kepada anda dalam waktu 12 bulan setelah

itu barang r e jadi milik saya kembali.

Sedangkan syarat un.am dalam melakukan Ba’i (penjual) murabahah, yaitu :1*

a.  Penjual memberitanukar biz. amodal kepada nasabah.

b.

C.

d.

Kontrak pertama harus sah e~.dJai - 'engan rukun yang ditetapkan.

Kontrak harus bebas dari riba

Penjual harus menjelaskan mengen 4 seai hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakiusa ¢ 2noan diangsur.

Dalam jual beli, pihak bank boleh meminta paua n¢ 2.s7.1 uang muka pada

saat awal pemesanan barang, hal ini dilakukan untuk menunjukan keseriusan

nasabah atas pesanannya.

Penggunaan uang muka dalam murabahah tercantum dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada bagian

kedua nomor 7 yang mengatur mengenai uang muka dalam murabahah jo. Fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka

124 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Cet.1, (Jakarta:

Gema Insani Press, 2001), h. 102.
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Dalam Murabahah. Dalam fatwa ini menguraikan bahwa uang muka boleh
diminta pada pemesan atau pembeli guna kesungguhan dari pemesanannya
tersebut, penentuan adanya uang muka dilakukan atas kesepakatan bersama antara
kedua belah pihak baik mengenai besarnya maupun ketentuan-ketentuan lainnya,
seperti : jika nasabah membatalkan akad murabahah maka uang muka tersebut
sebagal ganti rugi bagi bank dan jika dari uang muka belum memenuhi kerugian
yang dialer« oleh bank maka bank masih bisa meminta kekurangannya dan
apabila Lane .uka terdapat kelebihan dari kerugian yang dialami bank maka
kelebihan itu diser~. ik an pada nasabah.

Pembiayaan 1.urabahah memiliki bentuk dan sifatnya yang dilakukan oleh
Bank Syariah:

a Bank membelikan atau n.e.un;r’k nasabah sebagai agen bank untuk
membeli barang yang diperiukan <ics nama bank dan menyelesaikan
pembayaran harga barang dari biaya'sank

b. Bank seketika itu juga menjual barang e 'seuut kepada nasabah pada
tingkat harga yang disetujui bersama, untuk dibay = v7.am jangka waktu
yang disetujui bersama.

c. Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual yang telah
disetujui tersebut pada bank.

2. Pembiayaan murabahah di Bank Syariah
Di dalam perbankan syariah istilah pinjam meminjam kurang tepat

digunakan karena pinjam merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam

Islam di samping jual beli, bagi hasil, dan sebagainya. Selain itu, dalam Islam
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pinjam-meminjam seharusnya merupakan akad sosial bukan akad komersial,
artinya jika seseorang meminjam sesuatu, maka tidak boleh disyaratkan untuk
memberikan tambahan atas pokok pinjamannya sebab setiap pinjaman yang
menghasilan manfaat adalah riba, sedangkan riba haram hukunya. Karena itu
dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi disebut pembiayaan.
Yang dimaksud pembiayaan dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang perbankan
adalah:

“Famb,z yaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang diper.ar iakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain, yang mewagjibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tayit an 2rsebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil”.

Berkaitan dengan pinjaman ini .ivka didadam perbankan syariah
diterapkan prinsip al-gard (biaya admir ctrai) yaitu meminjamkan tampa
mengharapkan imbalan. Artinya akad pinjaman can b7 nk “mugrid) kepada pihak
tertentu atau (mugrad) yang wajib dikembalikan dengan ju b, yang sama sesuai
dengan pinjaman. Bank (mugrid) dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada
mugqtarid. Sedangan qgard al-hasan adalah akad pinjaman dari bank (mugrid)
kepada pihak tertentu atau mugtarid untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan
dalam jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. Pada umumnya pinjaman ini

diberikan kepada nasabah yang betul-betul membutuhkan dan berhak
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menerimanya, dan dalam akad ini nasabah hanya dikenakan biaya administras
sgjal?s
Apabila seorang nasabah datang kepada bank syariah dan ingin meminjam
dana untuk membeli barang tertentu misalnya, mobil atau rumah maka nasabah ini
harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini bank syariah bertindak
selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Jika bank memberikan pinjaman
(dalam perertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang yang
dibutuhkcn. m.<a bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu.
Sebagai lembaga Voriersal yang mengharapkan keuntungan, bank syariah tentu
tidak mungkin mela.ukannya, karena itu harus dilakukan jual beli dimana bank
syariah dapat mengambii veuntr.agan dari harga barang yang dijual dan
keuntungan jual beli ini dibolehk ar da v Islam. (QS. Al-Bagarah (2) :275).
Berdasarkan uraian tersebut, maka prinsir ;¢ 1g tepat digunakan adalah prinsip
murabahah.
Dalam pelaksanaan pebiayaan murabahal: uiir.ut harus memenuhi syarat
dan rukun, di antaranya adalah sebagai berikut:
Syarat-syaratnya:
1. Barang itu ada meskipun tidak ditempat, nhamun ada kesanggupan untuk
mengadakan barang itu,
2. Barang itu milik sah penjual atau seseorang,
3. Barang yang diperjua belikan harus berwujud,

4. Barang tidak termasuk kategori yang diharamkan,

125Rahmadi Ustman, op. cit, h. 40
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5. Hargajual bank adalah harga beli ditambah keuntungan,

6. Hargajual tidak boleh berubah (QS. An-Nisa{4} : 29)

7. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama
Rukun: 1. Sgat ijab gabul

2. Penjual (bai’) dan pembeli (musytari)

3.0byek jual beli barang dan harga (tsaman)

Mur oahah sangat berguna bagi seorang nasabah yang membutuhkan
barang sc~ar~. r.endesak tetapi kekurangan dana. Nasabah dapat meminta kepada
bank untuk meruiryai. pembelian barang yang dibutunhkan dan bersedia
membayarnya kembui pada saat yang ditentukan. Harga jual kepada nasabah
adalah harga beli pokok G:tzmb.hkan margin keuntungan yang disepakati.
Pemilikan (ownership) dari baran¢ v.ng ‘ipesan dapat dialihkan kepada nasabah
secara proporsiona sesuai dengan angsurar ;¢ 1g telah dibayar. Dengan demikian
barang yang dibeli berfungsi sebagai agunar sari var seluruh biaya dilunasi. Bank
syariah diperkenankan juga meminta agunan waMbahen dari nasabah yang
bersangutan.’?® Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasi; L “«igka 23 Undang-
undang Perbankan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan
nasabah, debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak (bank
dan nasabah) harus mematuhi peraturan yang disepakati bersama, yaitu bank

harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah, baik

1265ytan Reny Syahdeni, Perbankan |slam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Indonesia
(Jakarta: Pustaka Utama, 1999), h. 65
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jenis, kualitas atau sifat-sifat lainnya. Sedangkan bagi nasabah, jika barang telah
sesuai dengan ketentuan dan ia menolak untuk membelinya maka bank berhak
untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para yuridis
Islam, karena pesanan dianalogikan dengan hutang (dhimmah) yang harus
ditunaikan.*?’

Ketentuan hutang dalam pembiayaan murabahah tertuang dalam fatwa
DSN no.04’2SN-MUI/1V/2000 menyatakan bahwa:

1. setarm ransip, penyelesaian hutang tidak ada kaitannya dengan transaks
lain. Jika ras bah menjual barang dengan keuntungan atau kerugian ia
tetap berkewcy1ban untuk menyel esaikan hutangnya kepada bank.

2. Jikanasabah menjual »= anr,

3. jika nasabah telah dinyatak ar pa it dan gagal menyelesaikan hutangnya,
bank harus menunda tagihan hut>~y sampa ia sanggup kembali atau
berdasarkan esepakatan.

1. sebelum masa angsuran berakhir, dia udal waiib segera melunasi
hutangnya seluruhnya.

2. menyebabkan kerugian dia harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai
kesepakatan awal

3. tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian
itu diperhitungkan.

Murabahah dapat juga dilakukan untuk pembelian seara pemesanan dan

biasanya disebut dengan “murabahah Kepada Pemesan Pembelian” (murabahah

2"Makhalul 1lmi, Teori dan Prakiek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Y ogyakarta:
UUI Pres, 2002), h. 38
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KPP). Artinya, produk/barang yang diinginkan tidak dimiliki oleh penjual. Hal ini
dinamakan demikian, karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk
memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Murabahah KPP umumnya
diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembiayaan barang-barang investas,
baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C).

Secara umum, L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan
nasabah (b’_sanya importir) untuk menyediakan dan membayar sgumlah uang
tertentu v’ epentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir), yang
disebut juga denge'. k edit berdokumen,??8 L/C ini merupakan salah satu jasa bank
yang diberikan kepeda masyarakat untuk memperlancar arus barang termasuk
barang dalam negeri (arwar nJla’. Pembukaan L/C oleh importir dilakukan
nasabah melalui bank yang disel1* op wing bank, sedangkan bank eksportir
merupakan bank pembayar terhadap paranc y7ng diperdagangkan. Dalam hal ini
eksportir berhubungan dengan bank pembay: ¢ at 1 ¢ sebut advising bank.

Dalam perbankan syariah, cara ini paiy Fanvak digunakan karena
sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah bis . r.ransakss melalui
perbankan. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan
murabahah secara berkelanjutan (roll over evergreen) seperti untuk modal kerja,
padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad.
Dengan prinsip murabahah bank dapat memberikan fasilitas kepada nasabah
untuk membuka letter of credit dan membelikan barang yang diperlukannya.

Pembiayaan dengan fasilitas letter of credit dapat dilakukan sebagai berikut:

128K asmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001),
h. 153
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. nasabah memberikan kepada bank syariah kebutuhan fasilitas letter of
creditnya dan meminta bank untuk membeli atau mengimpor barang
dengan kesediaan nasabah untuk membeli barang dimaksud dari bank
ketika barang datang dengan perinsip murabahah.

. bank melalui agennya (bank devisa tertunjuk) mengeluarkan letter of
credit dan membayarkan kepada negotiating bank dengan uang bank.

. seleryutnya bank syariah menjual barang kepada nasabahnya dengan harga
yena r,ah disepakati, yaitu biaya yang ditambah dengan margin
keuntungar dangan perinsip murabahah pembayaran dilakukan secara
tangguh.

. pada saat jatuh temipo ¢ sab. 1 membayar kepada bank

. selama harga jual belum Ji'una® oleh nasabah barang masih menjadi

jaminan bank.1?®

. Pembentukan Akad Murabahah

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan gaoul .2.r,dn cara-cara yang

dibenarkan oleh syara’, yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya.

ljab adalah pernyataan pihak pertama, sedangkan gabul adalah pernyataan pihak

kedua untuk menerimanya. ljab dan gabul ini dilakukan dengan maksud untuk

menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap akad yang dilakukan oleh dua

pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan

rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana telah diuraikan diatas. Penjual (bai’) dan

129Muhammad Syafii Antonio, Op.cit, h. 27
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pembeli (musytari) adalah sebagai pendukung hak. Di dalam figih Islam
pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak dan
kewgjiban kodrati atas pemberian Allah.'®* Untuk dapat melakukan perbuatan
hukum dalam bidang muamalat sangat tergantung kepada kecakapan
menggunakan haknya kepada orang lain. Manusia dipandang telah mempunyai
kecakapan hukum yang sempurna apabila telah akil balig artinya tidak sgja
ditentukan ~.eh batasan umur sgja tetapi juga ditekankan pada adanya kematangan
pertimba qar '.a (rusyd).

Sedangkan a1 dalam hukum perdata yang disebut dengan subyek hukum
adalah pendukung hek dan kewajiban yang terdiri dari orang (natuurlijk persoa)
dan badan Hukum (recht pe ¥ n). ada asasnya semua orang dapat mempunyai
hak dan biasanya juga cakap mele < “\an rerbuatan hukum tetapi undang-undang
menetapkan golongan orang-orang tertert.. lianggap tidak cakap melakukan
perbuatan hukum. (pasal 330 BW).

Badan hukum ini oleh undang-undang G.ano p ~=bagai manuisa yang
mempunyai hak dan kewagjiban hukum. Yang dimaksud .2 »,an Badan Hukum
adalah sekelompok orang yang menggabungkan diri dalam perkumpulan dan
merupakan suatu kasatuan yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan dan
kekayaan sendiri, pengurusnya melakukan perbuatan hukum.*3! Dilihat dari yang

mengurus dan mengatur badan hukum ini dibagi dalam dua golongan :

130 Ahmad Azhar Basyir, “Asas-asas Hukum Muamalat™ (Y ogyakarta: Ull Pres, 2000), h.
27

181 Bachsan Mustafa, Asas-asas Hukum Perdata (Bandung: Armico, t.th.), h. 13

101



. Badan Hukum Privat dibentuk dan diatur oleh hukum privat seperti
yayasan, koperasi, Perseroan Terbatas.

. Badan Hukum Publik dibetuk dan diatur oleh hukum publik seperti
negara, propinsi.

Barang (mabi’) merupakan obyek akad dalam hal ini adalah barang yang

dibutuhkan oleh nasabah. Agar sesuatu akad dipandang sah maka obyeknya

memerluke’. syarat-syarat sebagi berikut :

1. Cowe. «ad telah ada pada waktu akad diadakan, barang yang belum

wujud tide'. capat menjadi obyek akad, menurut pendapat kebanyakan
fukaha sebal. hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada
sesuatu yang belum 'wvijur Oleh karenanya, akad salam, murabahah
(pesan barang) yang man ewny- belum dinikmati, dipandang sebagai
pengecualian ketentuan umumn tersebi.

. Obyek akad dapat ditentukan dan di <=ta.ui 1leh kedua belah pihak yang
melakukan akad.

. Obyek akad dapat diserahkan pada waktu akaa ter) .2 *.dl ini tidak berarti
harus dapat diserahkan seketika, yang dimaksudkan adalah pada saat yang
ditentukan dalam akad, obyek akad dapat diserahkan karena memang
benar-benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.

Prinsip murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah, tidak sama

persis dengan definiss murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih.

Murabahah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fikih hanya melibatkan

dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan
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tunai (nagd) atau angsuran (bi tsaman gjil). Sedangkan dalam perbankan syariah
melibatkan tiga pihak. Akad pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai
pembeli) dengan penjual, kemudian akad kedua dilakukan angtara bank (sebagai
penjual) dengan nasabah bank. Pada umumnya bisnis, tentu baik mengambil
keuntungan dari transaks murabahah ini. Rukun akad pertama terpenuhi yaitu
ada penjual, pembeli ada barang dan ijab gabul. Demikian juga dengan akad yang
kedua, yait' murabahah, dengan demikian kedua akad ini sah.13?

Merrn: . Umer Chapra murabahah merupakan transaksi yang sah
menurut ketentuar s/ariat apabila resiko transaks tersebut menjadi tanggung
jawab pemodal (bai.<) sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada
nasabah. Agar transaks ya demikian itu sah secara hukum, bank harus
menandatangani dua akad terpisalr ~«ao vang satu dengan pemasok barang dan
akad yang lain dengan nasabah. Tidaxk sah .o pemasok sgja, artinya bank hanya
bertindak sebagai pembayar harga barang ke pad. pe nasok barang untuk dan atas
nama pembeli atau nasabah. Jika transaks dilakuken separti itu, maka menurut
Chapra, transaks tersebut tidak berbeda dengan suatu triviec' .3 yang didasarka
atas bunga. Di samping itu, bank harus tetap bertanggung jawab sampai barang
tersebut benar-benar diserahkan kepada nasabah. Penyerahan barang itu tidak
perlu dilakukan sendiri oleh pihak bank, tetapi dapat diserahkan langsung oleh
pemasok barang kepada nasabah.

Menurut pendapat Sutan Remy Syahdeni, tentang akad murabahah dapat

tetap dianggap sah sekali pun dibuat dengan satu akad sgja, yaitu akad tiga pihak,

2adiwarman  Karim, Idam dan Perbankan Syariah, (Jakartaz Karim Business
Consulting, 2001) h. 11.
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yang perlu dijaga adalah bahwa dalam akad itu bank, bertindak untuk dan atas
nama nasabah. Hukum perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalan BW,
memungkinkan diperjanjikannya dua transaksi dalam satu perjanjian dengan tiga
pihak. Dalam transaksi murabahah antara yang pertama (antara bank dengan
pemasok barang) dengan transaksi yang kedua (antara bank dengan
pembeli/nasabah) terkait satu dengan yang lain. Tidak dimungkinnya kedua
transaks it'. diperjanjikan dalam satu dokumen perjanjian, dapat menyebabkan
transaks mi» o',ahah menjadi tidak menarik bagi bank. Jika kedua transaksi
tersebut harus dibi’it Jennan dua perjanjian terpisah, bank dapat dihadapkan pada
resiko kemungkinan parang, tidak jadi dibeli oleh nasabah. Misalnya : karena
perjanjian antara bank dan »=5ab " dibatalkan oleh nasabah. Bank juga akan
menghadapi resiko dituntut oleh pe 1 .sok harang apabila membatalkan pembelian
barang tersebut karena alasan nasabal memrtu dkan pemesanan barangnya. Harus
disadari benar bahwa bank pada akhirny:. bu.-an ah pedagang barang, tetapi
pedagang jasa keuangan yang memberikan fasiliteo | oig:aan. 33

Pembiayaan murabahah dapat dilaksanakan sesuai ! <& aratan-persyaratan
yang ditentukan dan disetujui oleh Komite Pembiayaan. Selanjutnya barulah
dilaksanakan akad murabahah. Persyaratan yang dimaksud dibuat dalam bentuk
proposal oleh bagian marketing yang beris tentang data-data lengkap dari
nasabah, baik mengenai identitas diri nasabah maupun perusahaannya. Kemudian
proposal ini diserahkan kepada Komite Pembiayaan untuk dipelgari dan

dipertimbangkan. Mengenai kewenangan Komite Pembiayaan, dalam hal

133 gutan Reny Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Indonesia
(Jakarta: Pustaka Utama, 1999), h. 66.
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menyetujui jumlah/besar pembiayaan adalah untuk kantor cabang sampai
pembiayaan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk usaha dan Rp
150.000.000,- untuk perorangan selebihnya dari itu adalah kewenangan Komite
Pembiayaan tingkat yang lebih atas. Di samping itu, Komite Pembiayaan juga
melihat langsung kondisi nasabah atau perusahaannya. Jika dianggap masih
disertai dengan beberapa syarat lagi, misalnya harus memperbaiki syarat-syarat
yang digjuk .n dalam proposal.

Akced reama dilakukan oleh Bank sebagai pembeli dengan supplier
(pemasok barang® Jalam hal ini dapat berupa MoU (Memorandum of
Understanding) atau raktur pembelian barang. Setelah barang sah menjadi milik
pembeli (Bank) kemudian berr. di' ksanakan akad murabahah dengan nasabah
yang berisi tentang kesepakatan ar (= a b- nk dengan pembeli, barang yang dibeli
yang sesuai dengan pesanan atau permirtzar, nasabah (baik ciri-ciri, kualitas,
merk, jenis dan sebagainya). Demikian jui,e horge yang telah disepakati yaitu
harga pokok ditambah margin keuntungan yang wkahr nd=%i oleh bank dan telah
disepakati bersama, yang dicantumkan dalam axad tu.cbut, serta cara
pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah. Jika dalam pembelian barang, ada
potongan harga dari pemasok, maka potongan harga tersebut tidak boleh diberikan
kepada bank, melainkan dimasukkan sebagai pengurangan harga (menjadi milik
nasabah).

Misalnya : harga barang rp 10.000.000,- kemudian ada potongan harga Rp
500.000,- maka harga pokok pembelian yang diberitahukan kepada nasabah

adalah sebesar Rp 9.500.000,- jadi bank tidak boleh mengambil/menerima
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potongan harga tersebut, karena potongan harga tersebut adalah menjadi milik
nasabah. Tetapi jika potongan harga diberikan setelah terjadinya akad murabahah,
maka pembagian potongan harga tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan dan
harus dicantumkan dalam akad kemudian ditanda tangani. Sesuai dengan fatwa
DSN No 16/DSN-MUI/1X/2000 tentang Diskon/Potongan dalam Murabahah :
1. Potongan pembelian dari pemasok barang
". Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang
r.sepakati oleh kedua belah pihak baik sama dengan nilai barang
mer,ar | obyek jual beli, lebih tinggi atau lebih rendah.

2. Harga.dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang
diperlukan uitecr yab “euntungan sesuai dengan kesepakatan.

3. Jka dalam jua b3J' m -abahah bank mendapat diskon dari
supplier harga sebenarnya »~w h harga setelah diskon karena itu
diskon adalah hak nasabah.

4. Jika pemberian diskon terjadi sceich ak~d, pembagian diskon
tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yi .5 ©.muat dalam akad.

5. Dalam akad pembiayaan diskon, setelah akad hendaklah
diperjanjikan dan ditanda tangani.

2. Potongan pelunasan dari bank menggunakan salah satu cara sebagai
berikut ;

1. Jika diberikan saat penyelesaian, maka bank mengurangi piutang

murabahah dan margin (keuntungan).
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2. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka bank menerima
pelunasan piutang, kemudian bank memberi potongan (mengurangi
margin).

Potongan atau pengurangan dilakukan bank, ketika nasabah mampu
membayar pelunasan lebih awal dari waktu yang diperjanjikan. Pengurangan
pembayaran hutang nasabah ini tidak dapat diidentikkan dengan kebijakan hair
cut oleh ba .« dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, serta tidak
dapat dikotak e sebagai fenomena berubahnya harga. Misalnya barang yang dijual
menjadi lebih mur.n dari harga semula pada akad murabahah ditanda tangani,
karena perubahan scperti ini memang tidak dibenarkan dalam garan syariah
Islam. Tetapi lebih merupaken Jae’ an dari kompensasi (rukhsah) yang diberikan
bank kepada nasabah yang berpre 3-ai. :“ebijakan seperti ini lazim diwujudkan
dalam bentuk hibah atau bonus. 34

Apabila dalam pembelian barang, ba + n =nujuk orang lain atau bahkan
nasabah yang bersangkutan atas nama bank uitu'c membeli barang yang
diinginkan, maka dalam hal ini akad yang digunakan aualal . c..~.J wakalah, artinya
bank memberi kewengan atau kuasa kepada pihak lain (nasabah atau orang yang
ditunjuk) mengenai apa yang harus dilakukannya dari penerima kuasa selama
batas waktu yang ditentukan.’*®> Setelah pembelian selesai, maka barang tersebut

kemudian diserahkan kepada bank, selanjutnya baru dilakukan penjualan barang

134 Makhalul 1lmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Y ogyakarta:
UUI Pres, 2002), h. 38

135 1bid., h. 45
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tersebut kepada nasabah dengan akad murabahah. Akad murabahah baru boleh
dilaksanakan setelah barang tersebut sah menjadi bank.

Setelah akad murabahah selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan akad
pengikatan jaminan. Dalam perbankan syariah prinsip al-rahn dapat dipakai
sebagai fasilitas akad pengikatan jaminan. Yang dimaksud dengan al-rahn adalah
menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang
diterimany7. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk
dapat meno~ v, kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana
dapat dijelaskan al « 2 1n adalah semacam jaminan utang atau gadai.*36

Aplikasinya da.am perbankan syariah dapat dipakai dalam dua hal yaitu :

1. Sebagai produk pelevkar artinya sebagai akad tambahan jaminan
collateral terhadap produlk 'an ~=perti dalam pembiayaan murabahah.
Bank dalam menahan barang nasab=". > bagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebaga produk tersendiri di bebere a r.=ge a Idam, akad al-rahn telah
dipaka sebagai alternatif dalam pegadaiai, kony ens’onal. Bedanya dengan
pegadaian biasa, dalam al-rahn nasabah tidak ¢ iicrkan bunga, yang
dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan
serta penaksiran.’®” Perbedaan utama antara biaya al-rahn dan bunga
pegadaian adalah sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda,

sementara biaya al-rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

136 gutan Remi Syahdeni, op.cit., h. 75-76.

137 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra
Aditya Bhakti, 2000), h. 216
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Mengenai pengikatan jaminan di Bank Muamalat Indonesia, tidak
menggunakan prinsip al-rahn sebagai produk pelengkap dari akad pembiayaan
murabahah, tetapi menggunakan fasilitas lembaga-lembaga jaminan yang ada
tergantung pada benda atau obyek yang dijadikan jaminan, misanya
menggunakan lembaga jaminan fidusia untuk barang-barang yang dipakai untuk
usaha, menggunakan lembaga hak tanggungan bagi obyek yag berupa atau benda
tidak berger 4k atau menggunakan jaminan piutang dengan perjanjian cessie. Pada
bank Muom='¢*, di samping agunan berupa berupa benda yang dijadikan usaha,
agunan dapat berur a r okumen-dokumen, misalnya:

1. Surat pernyaiuan Kepalalnstans yang bermaterai
2. Surat pernyataan bagicn Jai’ atau personalia
3. Surat kuasa potong gaji

Dokumen-dokumen tersebut di At<, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian murabahah.

Jaminan fidusia di Indonesia diatur dalar.,  'n“anc-Undang no. 42/1999
tentang jaminan fidusia, dalam pasa 1 Undang-Undang . r enyatakan bahwa
fidusia adalah pengalihan hak kepemilikannya suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam
penguasaan pemilik benda. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia
adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam Undng-Undang no. 4

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
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pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. '3

Dari definisi tersebut di atas jelaslah bahwa fidusia dibedakan dengan
jaminan fidusia. artinya jika fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak
kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam
bentuk fidusia. Dari pengertian fidusia dapat dikatakan bahwa dalam jaminan
fidusia terj=.i pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan janji barang
atau benua vy hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik
barang atau benda i ini dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan pelunasan
utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 3s L nar; Undang no. 42/1999 tentang jaminan fidusia
bahwa setiap janji yang memberil 2. ke 'engan kepada penerima fidusia untuk
memiliki benda yang menjadi obyek jamir<.: idusia apabila debitur ingkar janji
akad batal demi hukum.

Dalam pasal 3 Undang-Undang no. 42/199¢€ uinv: tak~n dengan tegas bahwa
Undang-Undang Jaminan fidusia ini tidak berlaku terhadag .

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan per-Undang-Undangan menentukan jaminan atas benda-benda
tersebut wajib didaftar, tetapi bangunan di atas milik orang lain yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m? atau

lebih.

138 Gunawan Widjaja & A. Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003),
h. 128-129
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3. Hipotik atas pesawat terbang.
4. Gadai.

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan fidusia dengan tegas menyatakan bahwa
jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan kewgjiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang
berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang
dapat dinil7" dengan uang.

Sel.r0P' ¢ _rjanjian assesoir memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Sifat keterc.n’ unpan terhadap perjanjian pokok.

2. Keabsahannya semata-mata dietntukan oleh sah tidaknya perjanjian
pokok.

3. Sebaga perjanjian bersyirz., 1@ka hanya dapat dilaksanakan jika
ketentuan yang disyaratkan dalam | zrjanjian pokok telah atau tidak

dipenuhi.

4. Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Al-Mur abé /..

Dalam pembiayaan murabahah selain uang muka yang dapat melindungi
bank dari kelalaian nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah, bank juga
dapat meminta pada nasabah dengan jaminan.

Jaminan atas utang pada dasarnya di Bank Syariah bukan sebagai rukun
atau syarat mutlak yang ada dalam pembiayaan. Di dalam Al-Qur’an
memerintahkan umat untuk menulis tagihan utang mereka dan jika perlu meminta

jaminan atas utang tersebut. Jaminan atas utang itu adalah salah satu cara untuk
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memastikan bahwa hak-hak dari bank tidak akan dihilangkan, dan untuk
menghindari diri dari “memakan harta orang secara bathil”, selain itu jaminan ini
berfungsi sebagai pendukung keyakinan bank atas kemampuan nasabah untuk
melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam Bank Syariah, jaminan bukanlah hal yang penting dalam keputusan
pembiayaan. Hal ini dikarenakan kritikan Bank Syariah terhadap Bank
Konvensior.i sebagai “orientasi jaminan” (security oriented),’3° namun menurut
bankir kcave . onal mengatakan bahwa jaminan bukan merupakan faktor penting
dalam usulan perinj aman tetapi nasabahlah yang menjadikan jaminan sebagai
aktor utama untuk mcngabulkan permintaan peminjamannya kepada bank.

Bank Syariah juga rien--apkan jaminan kepada nasabahnya atas
pembiayaan yang diberikan. Bentt < ;am ~an yang diterapkan pada Bank Syariah
adalah mengacu pada bentuk jaminan yano 7« apkan pada bank konvensional.

Jenis-jenis lembaga kebendaan yang Aigenal an pada Bank Syariah sama
seperti yang diberlakukan pada Bank Konvensioriu, ;@ .U :

a. Hak Tanggungan untuk jaminan benda tidak oerc .vw seperti tanah dan
bangunan, tanah atau benda-benda lainnya yang merupakan objek jaminan

hak tanggungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

b. Hipotik untuk bendatidak bergerak selain yang diatur dalam UUHT.

c. Gadai untuk jaminan bendatidak bergerak dan bergerak.

139 1bid., h. 136
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d. Fidusia untuk jaminan benda bergerak seperti mobil, motor, mesin-mesin
dan barang persediaan dan benda tidak bergerak seperti tagihan piutang
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan
murabahah adalah fidusial®® karena lembaga jaminan fidusia memiliki kelebihan
yaitu barary yang dijadikan jaminan tetap berada ditangan nasabah peminjam
dana sehinoe . 'asa digunakan untuk usaha mereka, sedangkan keuntungan yang
diterima oleh bank yzitu hank tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memelihara
dan menjaga barang ;aminan.

Dalam hal ini yany ne adi perjanjian pokok adalah pembiayaan
murabahah dan jaminan fidusia sel @,d | Yjanjian tambahannya, karena sifat dari
jaminan fidusa adalah sebagai perjanii~, @mbahan (accessoir) dari suatu
perjanjian pokok sehingga menimbulkan ke v4jiv an dagi nasabah peminjam dana
untuk memenuhi prestasi.

Subyek pembebanan jaminan fidusia antaralain :

a. Bank sebagal penerimajaminan

b. Nasabah pembiayaan murabahah sebagai pemilik dana dan jaminan

c. Pihak ketiga sebagai pemilik barang jaminan fidusia dalam hal nasabah
pemilik dana bukanlah pemilik barang jaminan fidusia

Objek jaminan fidusia di Bank Syariah adalah :

140 Mengenai objek jaminan fidusia di Bank Syariah tidak selalu mengenai benda-benda
berwujud, tetapi juga piutang-piutang yang dimiliki oleh nasabah peminjam dana selalu dan
otomatis mengikuti atau menjadi jaminan dari pembiayaan yang bank berikan.
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a. Kendaraan bermotor seperti mobil dan motor
b. Mesin-mesin, barang-barang perdagangan
c. Piutang-piutang atas nama nasabah peminjam dana

Penggunaan jaminan fidusia pada Bank Syariah dalam prakteknya terdapat
klausul didalam akad pembiayaan murabahah yang dibuat dengan akta notariil
yang dapat memperkuat Bank Syariah atas jaminan yang dijaminkan yaitu
nasabah p.nerima pembiayaan tidak boleh menjual barang-barang yang
pembeliaxn o oleh pihak bank dan benda-benda lain yang dijadikan barang
jaminan sampai uf_n jnya lunas, sehingga apabila nasaba penerima pembiayaan
melanggar, maka bek dapat menggugat nasabah ke pengadilan dengan dasar
wanprestasi.

Wanprestas terjadi apabila .sab-" peminjam dana cedera janji atau tidak
menepati waktu yang telah ditentukan kep=2a jank, oleh karena itu bank sebagai
penerima fidusia dapat mengeksekusi jar ina:> fidusia tersebut dengan cara
menyita dan menjual atau melelang yang menjadi un, <k jaminan fidusia.

Hasil eksekusi atas objek jaminan fidusia terdapat ¢ .. v smungkinan, yaitu

1. Apabila hasil dari eksekusi melebihi dari nilai penjaminan maka bank
wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah peminjam
dan/atau yang memberikan fidusia.

2. Apabila hasil eksekus kurang dari nilai penjaminan maka nasabah
peminjam dan/atau yang memberikan fidusa wajib menambahkan

kekurangannya kepada bank.
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Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan di dalam praktek sudah
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist, karena dalam
pembiayaan murabahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh bank
dan nasabah, apabila rukunnya sudah terpenuhi tetapi syarat-syarat tidak dipenuhi
dari setiap rukun tersebut, maka rukunnyatidak sah.

Jaminan fidusia pada perbankan syariah bukan sebagai rukun atau syarat
mutlak yar, ada dalam pembiayaan. Di dalam Al-Qur’an memerintahkan umat
untuk menuli “agihan utang mereka dan jika perlu meminta jaminan atas utang
tersebut. Jaminan -.a, utang itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa
hak-hak dari bank adak akan dihilangkan, dan untuk menghindari diri dari
“memakan harta orang secai> vat*1”, selain itu jaminan ini berfungsi sebagai
pendukung keyakinan bank atas ke n.mp: -an nasabah untuk melunasi pembiayaan

yang diterimanya sesuai dengan yang diperi~.y «an.

5. Model Akta Yang Digunakan Pade reriberian Fidusia Dalam
Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Kegiatan perbankan khususnya

dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah atau peminjam dibutuhkan suatu

bukti otentik yang merupakan salah satu yang dapat dijadikan pembuktian tertulis,

yaitu akta otentik. Akta otentik dalam transaks perbankan syariah dibuat oleh

notaris sebagai peabat yang berwenang membuat akta otentik.
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Akta otentik sebagai alat terkuat dan mempunyai peranan penting dalam
setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik menentukan
secara jelas hak dan kewajiban dan menjamin kepastian hukum.

a. Dasar Hukum Jaminan Fidusia Dan Penggunaan Akta Notaris Dalam

Pemberian Jaminan Fidusia Di Bank Syariah.

Dalam pembiayaan pada Bank Syariah, pendapatan bagi hasil dan
keuntungar ;ual beli merupakan instrumen pembiayaan dalam Bank Syariah yang
merupaken <. rier pendapatan yang dominan dalam Bank Syariah.

Dalam hal “ar’adi resiko dalam transaksi pada perbankan syariah dialami
oleh kedua belah piiiak yaitu bank dan nasabah, maka pihak bank menerapkan
prinsip kehati-hatian dan pe'iav. an sehat untuk memperkecil kerugian yang
terjadi diwujudkan dengan adanya 'a”ine » dari nasabah penerima pembiayaan.

Jaminan berfungsi untuk menaukuns i« yakinan bank atas kemampuan dan
kesanggupan nasabah penerima pembiayaz » ul tuk melunasi pembiayaan yang
diterimanya sesuai dengan perjanjiannya.

Dalam hukum Islam, istilah jaminan sebagaimi.ic. sasal 1820 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah kafalah, sedangkan objek
yang dijaminkan disebut dengan rahn, akan tetapi mengenai pengikatan objek
yang dijaminkan tidak diatur dan tidak dinyatakan secara rinci tetapi yang
digunakan dalam muamalat adalah sesuai dengan kebiasaan (urf) dalam

masyarakat.
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Objek yang dijaminkan dalam rahn berada ditangan/dikuasai oleh bank
dan rahn merupakan bentuk jaminan bukan pengikatan jaminan barang, oleh
karena itu terhadap rahn digunakan gadai sebagai pengikat jaminan barang.

Pada fidusia, barang yang dijaminkan tetap berada di tangan pemberi
fidusia dan yang beralih hanya hak milik dari barang tersebut. Jaminan fidusia
merupakan salah satu jenis pengikatan barang sebagai jaminan utang yang bersifat
kebendaan

D.aur_v an jaminan fidusia dalam perbankan Syariah merupakan salah satu
lembaga jaminan ,a g dianggap menguntungkan. Bagi bank selaku penerima
fidusia, barang yang dijadikan jaminan tidak dikuasai secara fisik sehingga bank
tidak perlu mengeluarkar by a » yawatan terhadap barang jaminan tersebut,
sedangkan bagi nasabah pemberi fiuus * sangat menguntungkan karena selain
memperoleh barang yang pembeliannya olzi 3ank Syariah dengan pembiayaan
murabahah, membayar dengan angsur dan Jape* m 2njalankan usahanya dengan
barang tersebut sehingga hasilnya dapat digunaka «nt uk membayar pembiayaan
di Bank Syariah.

Adanya jaminan dalam pembiayaan Syariah didasarkan pemahaman dalam
surah Al-Bagarah ayat 283, yang menyebutkan bahwa dalam bermuamalah,
barang yang dijadikan jaminan dikuasai oleh pemberi utang, sehingga hal ini yang
dijadikan dalam rahn, akan tetapi hal tersebut dilakukan apabila satu sama lain

tidak percaya mempercayai .4

141 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya dengan
Transliterasi Arab dan Latin, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2001), h. 102.
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Fidusia berasal dari kata yang berarti kepercayaan. Jaminan fidusia
merupakan pengalihan hak kepemilikan yang mana pemindahan hak pemilikan
yang terjadi dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan.
Inti dari fidusia berarti adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemberi fidusia
kepada penerima fidusia, dengan demikian apabila dilihat dari penjelasan yang
diuraikan dalam Al-Qura’an surah Al-Bagarah ayat 283, maka ayat tersebut dapat
dijadikan 0-sar hukum dalam hal ini tercatat dalam catatan kaki yang merupakan
keterangen »oryg terkandung dalam Q.S. 2: 283, yang menyatakan barang
penanggungan dik.asa cleh pemberi utang. penggunaan jaminan fidusia dalam
pembiayaan Syariah, sehingga tidak hanya rahn (gada) yang dijadikan dasar
hukum pada ayat tersebut.

Jaminan fidusia dalam huk'ir. Sy- riah tidak terinci pengaturannya karena
lahirnya rahn terlebih dahulu dari jaminan fiu da, sehingga pengaturan dalam Al-
Qur’an, hadist, ijma lebih mengatur rahn, rah.an dalam fatwa dewan syariah
tidak mengatur adanya jaminan fidusia.

Atas dasar tersebut, jaminan fidusia maupun nal & yang tidak diatur
daam hukum Syariah, maka berlaku hukum yang diterapkan dalam bank
konvensional, khususnya mengenai jaminan fidusia diberlakukan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hukum Islam yang mengatur mengenai Syariah adalah kegiatan
muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, sehingga dalam
perkembangannya timbul persoalan baru, karena manusia berkembang dari waktu

ke waktu.
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Dalam bidang muamalah diserahkan pada manusia dengan proses ijtihad,
seperti sabda nabi Muhammad S.A.W.: “antum a’lamu bi umuuri dunyakum”,
yang artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian dan dalam hukum
muamalat menyatakan bahwa “segala sesuatunya boleh dilakukan, kecuali ada
larangan dari Al-Qur’an dan sunnah”,'#? jadi dalam bidang muamalah terdapat
lapangan yang luas sehingga kita boleh menambah, menciptakan,
mengembar gkan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang
bermuamcalak, ~:clama “kreativitas” tersebut tidak bertentangan dengan hal yang
dilarang dalam A.-Cur’an dan Sunnah, jadi Al-Qur’an dan Sunnah hanya
mencakup prinsip-prinsip dasar sedangkan selanjutnya diserahkan pada
masyarakat yang bermuanialar unt - membuat inovasi dan kreatifitas.

Dalam pengikatan barang i~unirr™ juga tidak diatur dalam ketentuan
Syariah, oleh karena itu tata cara pengilzic terhadap barang jaminan harus
berpedoman pada ketentuan yang berlaku »aca b ukum konvensional sebagai
ketentuan publik yang mengikat ketentuan perbari.a . $/ari~h di Indonesia.

Pembiayaan murabahah pada perbankan Syaric.. r.enggunakan akta
notariil yang memiliki kekuatan hukum dari pada akta dibawah tangan dan
sebagai alat pembuktian yang kuat, karenanya dalam pemberian jaminan fidusia
juga menggunakan akta notariil yang menjamin kekuatan hukum mengenal apa
yang dijadikan jaminannya, sehingga apabila terjadi cedera janji yang dilakukan

oleh nasabah pembiayaan yang juga sebagai pemberi fidusia, maka barang yang

142 Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Figih dan Keuangan, Ed.2, Cet. 1, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada,2004), h. 9.
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dibebankan dengan jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan menggunakan akta
fidusia yang dibuat oleh notaris sebagai bukti yang kuat.

Penggunaan akta notaris dalam perbankan Syariah didasarkan pada Al-
Qur’an surah Al-Bagarah ayat 282, yang berbunyi sebagai berikut :

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganla~ _r_rulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkan kepa~.ar ya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang
yang berutang itu .nendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,
Tuhannya, dan janganlali dic merjurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang
berutang itu orang yang kurang .any  atau lemah (keadaannya), atau tidak
mampu mendiktekan sendiri, maka nendaa. walinya mendiktekannya dengan
benar. Dan persaksikanlah dengan dua orar o sa ‘s aki-laki di antara kamu. Jika
tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (buier) seorang laki-laki dan dua
orang perempuan di antara orang-orang yang kamu suka Zo”. para saksi (yang
ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.
Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu
bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar.
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan
lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa

bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu
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berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan
bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu™. (Q.S. 2: 282)

Kandungan ayat tersebut mengandung arti bahwa dalam perjanjian yang
tidak tunai dalam hal ini adalah seperti jual beli penangguhan yang dilakukan
dalam pem*..ayaan murabahah, maka haruslah ditulis oleh penulis dengan benar,
adanya soks J.n pihak yang berakad serta harus mengimlakkan/mengutarakan
keinginan mereka c=s iai dengan kesepakatan secara tertulis.

Pembiayaan .nurabahah sebagai akad pokok dan pemberian jaminan
fidusia sebagai akad tamisahcn par'x Bank Syariah, telah dilakukan dengan cara
tertulis, namun berdasarkan perken br.ange > zaman maka akad yang ditulis tersebut
dilakukan oleh notaris, karena notaris ada! =1 pejabat yang berwenang membuat
akta otentik yang digunakan dalam transak i peba kan. Akta otentik berisi hak
dan kewgjiban bagi masing-masing pihak yang uvera ad dan lebih mempunyai
kekuatan hukum, yaitu akta otentik yang sesuai dengaii ke .o an dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun isinya tidak
bertentangan dengan ketentuan Syariah Islam.

Mengingat perbedaan transaksi pada perbankan syariah berbeda dengan
perbankan konvensional, yang mana dalam transaksi perbankan syariah bebas dari
riba, maisir dan gharar, sehingga dalam perjanjian pokok, perjanjian tambahan
dan klausul-klausul umum dalam akad harus dipastikan telah memenuhi rukun

dan syarat akad sebagai mana yang diatur dalam figih muamalah dan terbebas dari
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hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam, jadi walaupun akta otentik yang dibuat
oleh notaris dalam transaksi perbankan diperbolehkan baik dengan makna yang
terkandung dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 282 juga dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap transaksi perbankan syariah
tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kegiatan perbankan pada
umumnya \'ung mana tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan perbankan
syariah ¢an~. “engadop sistem perbankan konvensional, akan tetapi apabila
transaks tersebut ne rupAkan transaksi yang dilarang dan bertentangan dengan
syariah Isslam maka perbankan syariah dapat menentukan jalannya sendiri sesuai
dengan ketentuan-ketentuan rth ur syariah.

b. Model Akta Murabahah [ e« Ak *a Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris

Pada bank Syariah Perjanjlan fzcn perbankan syariah mengenai
pembiayaannya dibuat dengan akta oten’.'. (leh notaris sebagaimana pada
perbankan umumnya. Notaris sebagai pegjabat ywiy b 2w~nang untuk membuat
akta otentik dan memiliki pengetahuan yang luas dalan br .2 v, hukum, termasuk
didalamnya mengenai pembiayaan perbankan syariah dan juga mengenai bentuk
dan is dari akad yang dibuat di perbankan syariah, karena pembuatan akta
merupakan tugas notaris sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada umumnya model akta akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah
dibuat oleh notaris dan kerangka aktanya seperti yang disebutkan dalam Pasal 38

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, namun mengenai
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is dari tiap bagian terdapat perbedaan dengan akta notariil yang dibuat perbankan
konvensional.
1) Akta Akad Pembiayaan Murabahah

Dalam penulisan ini yang dibahas mengenai akad murabahah yang dibuat
antara bank dengan nasabah, yaitu akad jua beli antara bank dengan nasabah
untuk menjual barang yang sudah dimiliki oleh bank kepada nasabah.

Dal~.n pembiayaan murabahah pada bagian judul akta terdapat |afal
basmalla: d= i ti dari surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi “hai orangorang
yang beriman perun’iah akad perjanjian itu”, dengan kata-kata tersebut maka
telah di ikrarkan tericbih dahulu kepada para pihak agar menjadikan akad yang
dibuat oleh mereka harus Ciratu*® sebagaimana yang telah mereka sepakati
bersama, karena nabi Muhammad S AV ' bersabda bahwa “diantara dua orang
yang bermuamalat maka pihak ketiga adalak ~ lah”. Setelah basmallah dan ayat 1
surah Al-Maidah, baru dicantumkan nomor ¢.en r.am 1akad yang dibuat, dalam hal
ini adalah perjanjian pembiayaan Al-Murabahah.

Dalam perjanjian pembiayaan murabahah yaig r.c.e.di pihak pertama
atau pihak pemberi pembiayaan adalah bank sebagai penjual barang kepada
nasabah, sedangkan yang menjadi pihak kedua atau penerima pembiayaan adalah
nasabah sebagai pembeli, apabila nasabah sudah menikah maka harus mendapat
persetujuan dari isteri maupun suami, dan dalam akta diuraikan bahwa mereka
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau salah satu dari mereka (suami/isteri)

menanggung pembayaran atas pembiayaan murabahah.
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Dalam promisse pada akad pembiayaan murabahah berisi tujuan penerima
pembiayaan melakukan pengajuan pembiayaan tersebut dan jenis pembiayaan apa
yang diperoleh atau digukan pada bank, selain itu dalam promisse terdapat
kesepakatan antara bank dan nasabah untuk mengadakan pembiayaan tersebut.

Isi dari akta dalam akad perjanjian murabahah berisi ketentuanketentuan
yang dijadikan kesepakatan para pihak dan ketentuan yang dibuat oleh bank
dalam pemr’siayaan murabahah, diantaranya mengenai pengertian umum yang
terdiri da*

1) Pengertian- e gertian umum dalam akta akad murabahah

2) Barang, harge, diskon, biaya-biayalain dan cara pembayaran
3) Jaminan yang diberiken tas dembiayaan murabahah

4) Ciderajanji dan penyelesaii n pers Yisihan

5) Ketentuan-ketentuan lain

Dalam akta akad murabahah dicantur "ka jua mengena segala ketentuan
yang ada dalam pembiayaan murabahah yang witvar gken dengan akta otentik
yang dibuat oleh notaris, sedangkan hal-hal yang belur dii ... ~.dlam akta tersebut
tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2) Akta Jaminan Fidusia pada Bank Syariah

Pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah lahir sebagai penanggungan
dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan nasabah penerima
pembiayaan, apabila nasabah penerima pembiayaan wanprestass maka barang
yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat dieksekusi sebagai ganti untuk

pembayaran pembiayaan.
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Dalam pemberian jaminan fidusia, Bank Syariah menggunakan akta
notaris, hal ini dilakukan untuk melindungi bank atas pembiayaan yang diberikan
kepada nasabah penerima pembiayaan dan objek jaminan fidusia dapat
dieksekusi.

Akta notaris dalam pemberian jaminan fidusia yang merupakan akad
tambahan dari pembiayaan murabahah. Akta jaminan fidusia di Bank Syariah
pada dasarr ya sama dengan akta jaminan di bank konvensional, namun terdapat
perbedaa-n¢ > _daan diantara keduanya, yaitu diantaranya:

1. Padakerdi.aktajaminan fidusia yang dibuat Bank Syariah adanya lafa

Basmallah, sedangkan di Bank Konvensional tidak ada kata tersebut.

2. Pada premisse aktc -~ ob; 2k jaminan fidusia dan besarnya nilai objek
jaminan disebutkan dan f"ura-an seperti halnya pada premisse akta
jaminan fidusia di Bank Konven<'ui al, sedangkan dalam premisse akta
jaminan fidusia di Bank Syarial dis>u kan jumlha seluruhnya dari
besarnya pokok dan margin pembiayaw Jar jura dicantumkan bahwa
akta jaminan fidusia ini didasarkan pada akta <!.«”. murabahah yang
merupakan sebagai akad utamanya.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan di dalam praktek sudah
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist, karena Al-Quran
memerintahkan umat untuk menulis tagihan utang dan jika perlu meminta jaminan
atas utang tersebut. Dalam surat Al-Bagarah ayat 283, yang menyatakan adanya
jaminan dalam bersyariah dan merupakan dasar hukum adanya pemberian

jaminan fidusia pada Bank Syariah. Ayat ini bukan hanya dasar bagi ar-rahn yang
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merupakan akad tambahan dalam perbankan syariah tapi juga dasar bagi akad
tambahan lainnya termasuk didalamnya adalah jaminan fidusia. Pemberian
jaminan fidusia pada Bank Syariah tidak diatur secara rinci dalam hukum syariah,
maka digunakannya ketentuan yang mengatur jaminan fidusia yaitu Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dasar hukum yang
mengatur dalam kaitannya dengan perbankan syariah menggunakan asas “lex

spesialis de ogat lex generalis”.

B. Tinjauan Hukunm Ekonomi Syariah terhadap jaminan fidusia sebagai
jaminan pada akad Murabahah.

Perbankan sebaga Ient ags. keuangan mempunyai banyak nilai strategis
dalam kehidupan perekonomian n¢ Sunal Yaik sebagai lembaga intermediasi bagi
sektor-sektor yang terlibat di dalam 9'z perekonomian maupun sebagal
perantara pihak-pihak yang mempunyai kele.oihen dina (surplus of funds) dengan
pihak-pihak yang kekuranagn dana yang memeciuii-a« da (lack of funds).3
Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam keg oo perkreditan dan
pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan tersebut serta melancarkan
mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan tersebut, fenomena ekonomi
yang terlihat mendesak untuk ditanggulangi adalah interaksi umat Islam dengan

bank. Bank-bank konvensional yang ada sekarang ini menawarkan sistem bunga,

143Gyuprianto, “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) di Lingkungan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Rangka Menyalurkan dan Pinjaman”, Tesis Surabaya: Program
Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2002, h. 3
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sedangkan Islam melarang adanya riba dan setiap pelanggaran atas ketentuan ini
merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Oleh karma itu, diperlukan lembaga
perbankan yang Islami yang bebas dari praktek-praktek riba, tidak bersifat
spekulatif, pembiayaan kegiatan usaha riil sehingga umat Islam dapat
menyalurkan investasi sesuai syariah.

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroprasi
sesual denrun prinsi-prinsip syariah sumber dana yang didapatkan harus sesuai
dengan sariy> dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan menumbuhkan
ekonomi dan soc’d dnaan nilai-nilai syariah.'** Menurut Amin Aziz, yang
dimaksud dengan Bunk Islam (bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga
perbankan yang mengguriaken 3sf. m dan oprasinya berdasarkan syariah Islam.
Ini berarti opras perbankan mer oi’\utl tata cara berusaha mampu perjanjian
berusaha berdasaran Al-Quran dan Hadis Jc buakan tata cara dan perjanjian
berusaha yang bukan dituntut oleh Al-Ccra. Dilam oprasinya Bank Islam
menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainiya se suai dengan syariah Islam,
tidak menggunakan bunga.1*®

Penerapan syariah di bidang lembaga keuangan di Indonesia dimulai
dengan berdirinya lembaga keuangan Bait al-Tanwil yang berstatus badan hukum.
Hal ini didorong oleh keluarnya deregulasi perbankan paket 1 Juni 1983, yang

sudah membuka belenggu perbankan oleh pemerintah. Dengan dibebaskan

1443aid Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2004), h. 127.

145Amin Aziz,“Mengembangkan Bank Islam di Indonesia™ dalam Aspek-aspek hukum
perbankan di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 11
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penentuan besar bunga masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan
besar nol persen (0%) yang memungkinkan beroprasinya bank tanpa bunga
dengan dasar bagi hasil keuntungan.

Sebagai pelopor bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia telah
menetapkan misinya untuk mengambil bagian katalisator dalam pengembangan
ingtitusi keuangan syariah di Indonesia. Bank Muamalat secara aktif turut
memberike”. masukan dalam merumuskan UU NO.10 tahun 1998 tentang
perubaha> 1V NO. 7 tahun 1992 tentang perbankan, juga menetapkan prisip-
prinsip syariah set.aca salah satu sistem perbankan Indonesia. Kepatuhan dan
kesesuaian syariah it pertama yang dituntut adalah masyarakat secara umum dan
para pemegang amanat urtuk r ien’ Jankan syariat islam secara baik dan kaffah,
temasuk dalam bidang ekonomi. '.arn- itu keterlibatannya dengan ekonomi
syariah berangkat dari akidah atau idiologi . J akan mengalahkan potens segala
pertimbangan pragmatis sehingga menjadi (sntei s | agi pengembangan ekonomi
syariah.

Setelah lahirnya UU NO. 10 tahun 1998 Tentang pe <7/ ian atas UU NO. 7
tahun 1992 Tentang Perbankan untuk selanjutnya disebut Undang-undang
Perbankan, maka dapat menampung kebutuhan adanya keberadaan bank syariah
di Indonesia Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan perinsip
syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berdasarka persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang
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mewajibkan pihak yang dibiayai untuk megembalikan uang atau tagiha tesebut
setel ah jagka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bentuk jasa pembiayaan berdasarkan prinsp syariah merupakan
pelaksanaan dari sistem ekonomi Islam yaitu perinsip-prinsip muamalah
berdasarka syariah. Salah satu landasan pengakuan secara hukum atas bentuk jasa
dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah dalam rangka untuk
mencerahk~.1 seluruh potenss masyarakat guna menunjang pelaksanaan
pembang.na. *.asional dan sgjalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat
akan jasa bank yary b ardasarkan prinsip keagamaan.

Secara garis vesar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga
bagian masing-masing adaiar, r oc". < penghimpun dana, produk penyaluran dana
produk yang berkaitan dengan jase v.ng - “berikan oleh bank kepada nasabahnya.
Pada sisi penghimpun dana terdapac bent'i. simpaan giro dan tabungan yang
mengikuti prinsip al-wadiah, tabungan de ' denos to yang mengikuti prinsip-
perinsip al-mudarabah. Pada sis penyaluran da «a ‘€ ad> masyarakat ada yang
berbentuk pembiayaan jangka pendek, jangka panjarig . rotif investas atau
dipergunakan untuk pemenuhan moda kerja. Produk penyaluran dana dapat
dibagi tiga macam; jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa. Prinsip jual beli terdiri
dari (a). Bay’ al-Murabahah, (b). Bay’ Al-Salam, (c). Bay’ al-Istihsan. Prinsip
bagi hasil terdiri; (a). Agad al-Mudarabah, (b). Agad al-Musyarakah. Prinsip
sewa menyewa (Prinsip al-ljarah) terdiri sewa murni tanpa pilihan atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan (Ijarah wal Igtina).
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Produk penyaluran dana, meliputi jual-beli (bai’ al-murabahah) pada
prinsipnya adalah jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang telah
disepakati. Artinya yaitu suatu perjanjian pembiayaan bank membiayai pembelian
barang yang diperlukan oleh nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.46
Tujuannya adalah untuk membiayai yang sifatnya konsumtif seperti rumah, toko,
mobil dan sebagainya. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran surah al-Bagarah
ayat 275 y~ g terjemahannya sebagai berikut: Dan Allah telah menghalalkan jual
beli dan e o ramkan riba.

Dalam pra.el .nya, dilakukan oleh bank dengan cara bank membeli atau
memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan
nasabah atas nama bank. raoc ‘aat /ang besamaan bank menjual barang tersebut
kepada nasabah dengan harga sebe 2" nar:ja pokok ditambah sejumlah keuntungan
untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka w=. 1 tertentu, sesuai dengan perjanjian
antara bank dan nasabah. Prinsip Murabe.»ah var'a umumnya diterapka pada
pengadaan barang, investasi. Skema ini paiig bany~k digunakan karena
sederhana dan menyerupai pembiayaan invetasi pada vank .o vensional. Namun
pada penerapannya pada bank syariah perlu pengaturan lebih lanjut mengeai hal-
hal teknis misalnya tentang jaminan, hutang dalam murabahah KPP, penundaan
pembayaran atau denda keterlambatan pembayaran atau penanganan jika terjadi

kebangkrutan. Hal ini untuk mencegah rancunya klausula dalam perjanjian

146Makrum Sumitro, Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait Bank
Muamalat Indonesia dan Tafakul di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 78
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(kontrak) sehinga tidak sampai menyerupai kontrak dalam bank konvensional
yang ribawi. 4’

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya untuk
terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandas
dengan asas-asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan serta
asas kehati-hatian.

1. Jue' Beli Sebagai Karakteristik Pembiayaan

Per.nsi» nurabahah merupakan suatu konsep Islam dalam melakukan
perjanjian jual be'.. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan
lembaga-lembaga keuangan Islam untuk membiayai modal kerja dan pembiayaan
perdagangan para nasabainy> (ni- disebutkan dalam QS. Al-Bagarah (2) : 275
yang terjemahannya sebagai beriku .: * Da:» Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba”

Jual beli adalah menukarkan barang de »jar ba ang atau barang dengan uang
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu «ene iavang lain atas dasar rela
sama relal® Menurut Syafii Antonio, pengertian mural o' adalah jua beli
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Artinya
suatu perjanjian pembiayaan bank membiayai pembelian barang yang diperlukan

oleh nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.’*® Dengan demikian

147Gemala Dewi, Aspek-Aspek Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia
(Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 207-208.

148Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2001), h 14.

149Muhamad Syafii Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta:
Tazkiainstitute, 1999), h. 121.
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transaks jua beli pada pembiayaan murabahah, penjual dalam hal ini bank
selaku kreditur memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan suatu
tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam
QS. Al-Nisa(4) : 29 yang terjemahannya sebagai berikut;

“Hai oang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama
suka diantara kamu”.

Telch 77.askan sebelumnya bahawa dalam pembiayaan murabahah, bank
bertindak sebagai p-mbeli sekaligus penjual barang halal yang dibutuhkan
nasabah dengan sistm pembiayaan kemudian. Pada saat yang bersamaan bank
yang menjual barang terseou. k 2pe:‘ah nasabah dengan harga yang sebesar harga
pokok ditambah sgumlah keuntur o-.1 L tuk dibayar oleh nasabah pada jangka
waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan =v...a bank dengan nasabah. Dari segi
hukumnya berteransaksi dengan elemen murcbaiah ini adalah suatu yang
dibenarkan dalam Islam. Karena itu jangka wak.u ¢ nbiayaan tidak lebih dari
satu tahun. Mengingat pembayaran yang dilakukan sece & " «@angguhkan maka
bank dapat meminta jaminan atas pembiayaan tersebut karena bank ingin
mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan kepadah nasabah dapat
diterima kembali sesuai dengan syarat yang telah disetujui bersama. Penerapan
jaminan ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS. al-Bagarah (2) : 283 yang

terjemahannya sebagai berikut:
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai/hutang
piutang) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Pembebanan jaminan terhadap pembiayaan murabahah dalam prakek
perbankan syariah digunakan lembaga Jaminan fidusia. Artinya hak jaminan atas
benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagai diraksud dalam Undang-undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996
tentang t!ak 7 ~.iggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
sebagal agunan pe'dr asan hutang tertentu, yang memberikan keutamaan kepada
penerima fidusia ter.adap kreditur lainnya (pasal 1 ayat 2 UU N0.42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia).

Prinsip murabahah merupak r sua ' bentuk perjanjian jual beli yang harus
tunduk pada kaidah dan hukum umum ju='"'di yang berlaku dalam muamalah
Islam. Oleh karena itu bank memberikan fas'i‘tas kej ada nasabah untuk membuka
letter of credit'®*dan membelikan barang yang uipurly karaya. Perjanjian (akad)
sebagal salah satu cara untuk memperoleh harta dalani hu <. islam merupakan
cara yang diridai Allah dan harus ditegakkan isinya, sebagai disebutkan dalam
QS. a-Maidah (5) : 1 yang terjemahannya sebagai berikut: “Hai orang-orang
yang beriman, patuhilah akad-akad itu”.

Akad secara fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan gabul

(penerimaan) dengan cara yang dibenarkan hukum Islam, yang menetapkan

150etter of credit merupakan suatu pernyataan dari bank dan permintaan nasabah untuk
menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima
L/C) dalam kasmir, “Bank dan Lemaga keuangan lainnya”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), h. 152.
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keridahan kedua bela pihak. Jadi dapat dismpulkan bahwa akad tidak hanya
sekedar kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan
dengan ketentuan hukum Islam. 5%
2. Konstruksi Hukum Akad Jual Beli Pada Pembiayaan M urabahah
Pada dasarnya pemberian pembiayaan murabahah dapat diberikan oleh
bank syariah apabila akad pembiayaan murabahah memenuhi rukun dan syarat-
syarat sebar,dimana kaidah-kai dah hukum yang berlaku dalam muamalat |slam. Di
samping .*11 i harus memenuhi syarat-syarat umum yang diatur oleh perbankan
syariah. Ketentuar ur um murabahah dalam bank syariah tertuang dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional No0.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah.
Ketentuan tersebut di amara™ a: * ank dengan nasabah harus melakukan akad
murabahah yang bebas riba; baran j* ano Jiperjual belikan tidak diharamkan oleh
gyariat 1slam; bank membiayai sebahiagiar . d seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya; dan b:rk 1en beli barang yang diperlukan

nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini izt behas riba.

a) Syarat administratif
Syarat administratif yang harus dipenuhi adalah :
1) Surat permohonon tertulis, dengan dilampirkan proposal yang memuat
antara lain; gambaran umum usaha, rencana atau proyek usaha, rincian dan
penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan

dana.

151Hashi Ash Shiddieqy, “Pengantar Figih Muamalat™ (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.
21.
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2)

3)

Legalitas usaha seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat ijin
perusahan dan tanda daftar perusahan.Legalitas usaha ini sangat
dibutuhkan, karena dengan adanya dokumen-dokumen tersebut,
merupakan catatan resmi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang
membutuhkan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan
kepada nasabah/perusahan yang menjalankan usahanya secara jujur atau
denr,an iktikad baik.

Lonorur kKeuangan seperti neraca dan laporan laba/rugi, data persediaan
terakhir, fana penjualan dan sadlinan rekening bank tiga bulan
terakhir.Lapc.an keuangan ini sangat diperlukan oleh bank karena
merupakan salah satu rers, aratan pengembangan kepercayaan terhadap
nasabah untuk mendapatk ar in rmas yang menyakinkan bank atas
kemampuan nasabah sebagai penoe' i-. dan dalam mencapai tujuan. Dari
laporan keuangan tersebut dapat dik #ahui b sar aset, hutang, pendapatan
dan pengeluaran dana. Tujuan utamanye atal ah 'ntuk memaksimakan
keuntungan dan manjaga kelangsungan hidup pr.is".1aan.Syarat-syarat
barang yang dijadikan jaminan adalah :

Jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya
pembiayaan

Jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat 1slam
Jaminan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)

Jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
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5. Jaminan itu dapat diserahkan kepada orang lain material maupun
manfaatnya
b) Rukun dan syarat-syarat dalam akad pembiayaan murabahah
Berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat akad murabahah dalam kaidah
muamalat |slam adalah sebagai berikut :

Rukun akad murabahah :

=

Adr penjual (bai’)
2. Adar_roei (musytari)
3. Adabaranc (n abi’)
4. Sgat dalam Lentuk ijab gabul.

Penjual dalam ha 11 ad@' h pihak bank, yaitu bank yang berprinsip
syariah yang akan memberikan pe r'siay an. Pembeli (musytari) adalah nasabah
yang akan menerima pembiayaan. Barana /~.«< Ji) adalah barang yang dibutuhkan
oleh nasabah dan disebut obyek akad. Sedar ska si¢ hat dalam bentuk ijab gabul.
Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan gabul nv.crune <an nerkataan pembeli.
Adapun syarat-syarat dalam akad murabahah adalah :

1. Pembeli (musytari) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya
dari suatu barang yang hendak dibeli.
2. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau
tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan.

3. barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi.152

152Barang ribawi adalah semua barang yang dapat mendatangkan riba.
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4. Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang
pertamaitu harus sah menurut perundang-undangan Islam.>3

3. Pembebanan Jaminan Fidusia
Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris

dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Sedangkan hutang
yang pelunasannya dijamin dengan jaminan Fidusia dapat berupa.

1. Hut-.ig yang telah ada.

2. hutary,ang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjkan dalam
jumlah terteatr .

3. Hutang yany ada pada saat eksekus dapat ditentukan jumlahnya
berdasarkan perjarjia pok. k yang menimbulkan kewajiban memenuhi
suatu prestasi.

Karena jaminan fidusia merupakar p xjanjian ikutan atau aksesor dari
perjanjian pokok, maka demi hukum jam ran fic usia hapus bila utang yang
bersumber pada perjanjian poko tersebut dan yar.y ciie nir dengan fidusia hapus.
Disamping itu, pasal 25 UU fidusia mengatur bahwa jam'. ..+ .idusia juga hapus
karena pelepasan hak atas jaminan bahwa jaminan fidusia oleh Penerima fidusia
atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Setelah membahas tentang akad jual beli antara bank dengan pemasok
barang, akad murabahah antara bank dengan nasabah dan pengikatan jaminan atas
benda yang menjadi obyek dalam akad murabahah, maka kontruksi hukum akad

jual beli pada pembiayaan murabahah tersusun sebagai berikut:

153Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 2000), h. 89.
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1. Dilakukan akad jual beli antara bank dengan pemasok barang, dalam hal
ini bank membeli barang kepada pemasok dan dibayar dengan tunai,
apabila dalam pembelian barang bank menunjuk nasabah atau orang lain
atas nama bank, maka menggunakan prinsip wakalah, sampai barang sah
menjadi milik bank.

2. Dilakukan akad murabahah antara bank dengan nasabah, bank menjual
bars g kepada nasabah dengan harga jua yaitu harga pokok ditambah
maroit, - Keuntungan yang telah disepakati, nasabah membayar secara
tangguh se~deé dengan perjanjian, akad ini merupakan perjanjian pokok
yang menimkbJlkan perjanjian hutang piutang.

3. Dilakukan perjanjian n ngi’-atan jaminan antara bank dengan nasabah,
perjanjian ini merupakan prrinji- 1 ikutan (assesoir) dari suatu perjanjian
pokok dalam hal ini akad murabab=!, : ang menimbulkan kewajiban para
pihak untuk memenuhi prestasi, yang fap.t d nilai dengan uang.
Sedangkan hubungan hukum para pihak yeae timbul dari adanya akad

murabahah adalah sebagai berikut;

1. Hubungan hukum antara bank dengan pemasok barang adalah sebagai
pembeli dan penjual, karena bank membeli dari pemasok dengan dibayar
tunai.

2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah sebagai hubungan
kemitraan. Salah satu perbedaan antara bank Syariah dengan bank
konvensional adalah pada hubungan nasabahnya. Bank Syariah

menempatkan nasabahnya pada kedudukan yang sedergjat yaitu sebagai
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mitra usaha, hal ini tercemin dalam bank, kewajiban dan resiko yang

berimbang. Sedangkan pada bank konvensional hubungan hukum, antara

bank dengan nasabah sebagi debitur dan kreditur.

3. Hubungan antara pemasok barang dengan nasabah hanya merupakan
hubungan relasi antara pemesan dan penyedia barang. Pemasok dapat
menyerahkan barang yang dibeli oleh bank langsung kepada nasabah,
teter. dokumen-dokumen pembelian dikirim kepada bank untuk disimpan
den 7.7 diserahkan oleh bank kepada nasabah jika telah melunas
pembiayaar. y: ng diterimahnya.

Murabahah cJalah perjanjian/akad pembelian barang oleh bank untuk
keperluan nasabah dengan <stery pembayaran ditangguhkan. Berdasarkan
pengertian tersebut diatas make '.onsvuksi hukum akad jual beli dalam
pembiayaan murabahah tersusun sebagai b~:iv ut. Akad pertama adalah akad jual
beli yang terjadi antara bank dengan pemasc < ba an¢ yang dilakukan secara tunai.
Dalam akad pertama ini telah terpenuhi ruku. ;U7 bAli yaitu ada penjua
(pemasok barang) ada pembeli (bank), ada barang yang e jua belikan yaitu
barang yang dipesan oleh nasabah melalui bank, kemudian ada harga yang
dibayar secaratunai oleh bank dengan demikian barang sudah sah milik bank. Jika
untuk pembelian barang, bank menunjuk nasabah atau orang lain maka
menggunakan perinsip wakala, artinya memberi kewenangan atau kuasa kepada
orang lain, mengenai apa yang harus dilakukannya dari penerima kuasa selama

batas waktu yang ditentukan.

139



Selanjutnya akad yang kedua adalah murabahah antara nasabah selaku
pembeli dan bank selaku penjual barang, akibat adanya jual beli barang tersebut
maka timbullah perjanjian hutang piutang, karena pembayaran dilakukan secara
tangguh. Akad murabahah ini merupakan perjanjian pokok karena diisyaratkan
ada jaminan/agunan, maka langkah selanjutnya yaitu dilakukan perjanjian
pengikat jaminan antara bank dengan nasabah, dengan menggunakan jaminan
fidusia, ob* &k jaminan/agunan adalah barang yang dibeli dari bank merupakan
benda brrae o dan tetap berada dalam penguasaan nasabah sampai lunas
pembayaran hutaryn a. Perjanjian pengikat jaminan ini merupakan perjanjian
ikutan (assesoir) dar: perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang-piutang.

Mengingat bank syariat. m.mpunya karasteristik yang berbeda dengan
bank konvensional, maka sangat di )¢ 1uk 1 landasan undang-undang yang khusus
mengatur pebankan syariah menjaal lehit. r2gas, konsiten dan komprehensif
karena selama ini bank syariah belum mer ilik. ur Jang-undang yang mengatur
khusus, namun bank syariah hanya menggunok:n tindang-undang bank
konfensional yaitu Undang-undang no. 10 tahun 1998 ft.7.° g perubahan atas

undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa
hal, yaitu:

Pertama, penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan pada akad
pembiay @an mr.rabahah adalah pada dasarnya penggungaan jaminan fidusia
bukanlah termasuk . 2rjanjian pokok, melainkan hanya merupakan perjanjian
tambahan (asesoir). _~.mbaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan
fidusia karena memiliki kelzuiran yaitu barang yang dijadikan jaminan tetap
berada ditangan nasabah s#incja hisa digunakan untuk usaha nasabah,
sedangkan untuk bank, keuntungann a adalah bank tidak perlu mengeluarkan
biaya untuk memelihara dan menjaga barang “an .an.

Kedua, berdasarkan tinjauan hukum earomi . yariah terhadap jaminan
fidusia sebagai jaminan pada akad murabahah dapat 4. mpui'<kan bahwa jaminan
fidusia secara khusus tidak di atur secara tegas dalam al-r,uran maupun sunnah,
namun dalam fatwa MUl No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dalam
ketentuan ketiga mengenai jaminan disebutkan bahwa jaminan diperbolehkan agar
nasabah serius dalam dengan pesanannya. Sehingga dewasaini perbankan syariah
dalam pembiayaan murabahah meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa
nasabah akan serius dengan pesanannya dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian

dalam perbankan.
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B. Saran

Mengingat bank syariah mempunyai karasteristik yang berbeda dengan bank
konvensional, maka sangat diperlukan landasan undang-undang yang khusus
mengatur pebankan syariah menjadi lebih tegas, konsiten dan komprehensif
karena selama ini bank syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur
khusus, namun bank syariah hanya menggunakan undang-undang bank
konvensiors yaitu Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas
undang-u.da. 0. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sehingga diperlukan payung

hukum untuk perb=. 1k an svariah dalam mengembangkan produknya.
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